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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena
berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah  Kabupaten Bogor tahun 2025 dapat disclesaikan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan ini pada dasarnya merupakan
penterjemahan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor
yang ditetapkan untuk kurun waktu satu tahunan. Dokumen ini menjadi
acuan dalam melaksanakan kewenangan Sckretariat Dacrah sckaligus

rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti
yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai selama
tahun 2025 setelah evaluasi semester Pertama, serta besarnya anggaran yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Kami
menyadari bahwa masih terdapat kekurang sempurnaan dalam penyusunan
dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang
berkompeten akan sangat kami hargai.

Demikianlah Perubahan Rencana kerja ini kami sampaikan. Semoga
dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan ke depan.

Cibinong,4, Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,

AJAT ROCHMAT JATNIKA,ST., M.Si
,, _Pg;pbina Utama Muda
—=197109071999011001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
didasari atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini secara substansi

mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P)

untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Perubahan Renja adalah dokumen perubaan perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun, yang memuat tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan,

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan

Perubahan Renja mengacu pada kerangka kebijakan yang dirumuskan

dalam RKPD. Renja dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (Permendagri

86/2017, pasal 343) meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau

b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana

program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan RENJA
Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025,
diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodir kebutuhan
pelayanan terhadap masyarakat yang belum terfasilitasi dalam RENJA
Murni tahun 2025, secara lebih luas dapat disimpulkan beberapa
alasan perubahan Rencana Kerja Sekretaiat Daerah Kabupaten Bogor

yaitu :



a. Adanya penyesuaian belanja berdasarkan hasil realokasi pada
perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025.

b. Adanya penyesuaian kinerja perangkat daerah berdasarkan
visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati definitif
periode tahun 2025-2030.

C. Adanya kebutuhan belanja perangkat daerah yang ditujukan
untuk mencapai kinerja utama dan kinerja kunci.

Seluruh perubahan Rencana Kerja Sekretaiat Daerah Kabupaten
Bogor dilakukan tetap dengan memperhatikan efisiensi yang ditetapkan
oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor merupakan unsur pembantu
pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Sekretariat Daerah bertugas membantu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata
laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh
Perangkat Daerah Kabupaten. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor
terdiri atas 3 Asisten, di mana masing-masing Asisten terdiri dari 4
bagian dan setiap bagian membawahi jabatan manajerial, fungsional
dan pelaksana. Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen perubahan
perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun 2025 yang disusun
sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun
2025 dengan menyesuaiakan kondisi terkini sesuai dengan dan
mengakomodir kebutuhan yang belum terselesaikan di tahun 2024, dan
selanjutnya dokumen perubahan perencanaan tersebut akan menjadi
panduan dalam menyelesaiakan kinerja tahunan yang akan disajikan
dalam Perubahan Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2025 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Selanjutnya
Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman

penyusunan kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan



Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah yang kemudian
berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P)
melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bogor.

1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum Perubahan Rencana Kerja yang mendasari

penyusunan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



10.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang
Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/SJ tentang
Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14); dan

Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 46).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat

Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan

Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan

bahan Perubahan RAPBD tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat

Daerah Tahun 2025 adalah:

a.

Mencatat perubahan yang terjadi dalam perubahan penjabaran
APBD tahun anggaran 2025 ke dalam perubahan Renja PD tahun
2025;

Menyesuaikan kinerja, indikator dan target kinerja perangkat
daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap visi, misi dan
program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk tahun
2025;

Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat

Daerah dan Perubahan APBD tahun anggaran 2025.



1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 361
ayat 3 adalah sebagai berikut :
BAB1 PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan perubahan Renja
Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik. Pada bab ini, sub bab dan substansi yang wajib
ada adalah :
1.1. Latar Belakang
a. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD Tahun
2025 dan alasan perubahannya. Adapun alasan perubahan,
yaitu :
1. Adanya penyesuaian belanja berdasarkan hasil realokasi
pada perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025.
2. Adanya penyesuaian kinerja perangkat daerah berdasarkan
visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati
definitif periode tahun 2025-2030.
3. Adanya kebutuhan belanja perangkat daerah yang ditujukan
untuk mencapai kinerja utama dan kinerja kunci.
Seluruh perubahan dilakukan tetap dengan
memperhatikan efisiensi yang ditetapkan oleh Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025.
b. Mengemukakan proses penyusunan perubahan Renja,
menjelaskan secara singkat dan mencantumkan tahapan

penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah mulai dari



1.2.

1.3.

penyusunan Rancangan Renja sampai dengan penetapan Renja
Perangkat Daerah.

c. Mengemukakan keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen perubahan RKPD tahun 2025.

d. Mengemukakan keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat
Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
yang sedang disusun, dimana data pada Perubahan Renja PD
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Renstra
PD untuk tahun 2025.

e. Mengemukakan keterkaitan antara Perubahan Renja dengan
Renja Kementerian/Lembaga, dan Perubahan Renja Provinsi
Jabar.

f. Tindak lanjut Perubahan Renja PD dalam  tahapan
penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

Landasan Hukum

Memuat dan menjabarkan seluruh peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan substansi Renja. Adapun landasan hukum

yang wajib dicantumkan adalah aturan tentang :

1. pembentukan Kabupaten Bogor

2. pembentukan SOTK perangkat aerah

3. rencana tata ruang dan wilayah

4. perencanaan dan dokumen perencanaan, baik nasional, Jawa
Barat maupun Kabupaten Bogor

5. aturan lainnya yang terkait

Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :
Maksud :

Maksud disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam
penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam

rangka penyusunan bahan Perubahan RAPBD tahun 2025.
Tujuan :

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah :



1. Mencatat perubahan yang terjadi dalam perubahan penjabaran
APBD tahun anggaran 2025 ke dalam perubahan Renja PD
tahun 2025;

2. Menyesuaikan kinerja, indikator dan target kinerja perangkat
daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap visi, misi dan
program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk tahun
2025.

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat
Daerah dan Perubahan APBD tahun anggaran 2025

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah,
diuraikan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 361 ayat (3) sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV : Penutup
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TH 2025

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025, serta dituangkan pada tabel 2.1
dan table 2.2 (format terlampir). Adapun substansi Tabel 2.2
memedomani Buku II Perubahan RKPD Tahun 2025.

Beberapa catatan penting terkait penyusunan substansi Bab II, yaitu :
Substansi Tabel 2.1 adalah menguraikan kinerja tujuan dan
sasaran perangkat daerah beserta indikator kinerja yang digunakan

untuk mengukur kinerja tujuan dan sasaran.

Untuk evaluasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 diwajibkan untuk
memedomani hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025, dengan
masih menggunakan kinerja dan indikator kinerja yang tercantum
dalam Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada
Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan telah dilakukan penyesuaian kinerja perangkat
daerah dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil
Bupati periode tahun 2025-2029, kinerja tujuan dan sasaran, indikator

serta target Rencana Kerja Tahun 2025 secara simultan mengikuti



Renstra PD tahun 2025-2029, yang berpedoman pada RPJMD Tahun
2025-2029.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan dan menguraikan perubahan rencana kerja perangkat

daerah tahun 2025 yang terdapat dalam Tabel 3.1 berdasarkan :
1. Hasil perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025, dimana

perubahan dimaksud mengakomodir a) ketentuan efisiensi dan
realokasi anggaran belanja perangkat daerah tahun 2025. b) dana
transfer yang masuk ke dalam Perubahan APBD untuk mendanai
kegiatan perangkat daerah yang sudah ditentukan dari pemberi dana
transfer. Acuan ini memedomani Perubahan RKPD Tahun 2025 yang
dituangkan pada dalam Buku III Perubahan RKPD Tahun 2025.

2. Rencana kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam usulan
perubahan Renja PD untuk mendanai pencapaian kinerja PD, baik
sebagai upaya tindak lanjut pelaksanaan visi, misi dan program
strategis Bupati dan Wakil Bupati, serta usulan untuk mencapai
kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan konkuren
yang akan terdampak jika tidak dialokasikan sejumlah anggaran
tertentu.

Pengusulan ini tetap memedomani kriteria efisiensi yang telah

ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian
pada tahapan selanjutnya pasca penyusunan Perubahan Renja PD
tahun 2025. Bab Penutup ditandatangani oleh Kepala Perangkat

Daerah.



2.1

BAB II
Evaluasi Renja Sekretariat Daerah

Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Sampai Dengan Triwulan I dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian
kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor melalui analisis terhadap
dua aspek utama, yaitu kinerja output dan kinerja keuangan. Kinerja
output mencerminkan tingkat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
(tupoksi)  Sekretariat Daerah, sedangkan kinerja keuangan
menunjukkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia
untuk mendukung pencapaian sasaran output yang telah
direncanakan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor merupakan unsur staf yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok membantu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi umum, organisasi dan
tata laksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas tiga Asisten, di mana
masing-masing Asisten membawahi empat Bagian. Setiap Bagian
tersebut kemudian membawahi Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional yang sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun tujuan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yaitu “Meningkatnya Kualitas
kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Akuntabilitas
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor berupa “Tercapainya target
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah”.

Namun, pada triwulan I Tahun 2025, persentase capaian indikator
tujuan dan sasaran perangkat daerah masih sebesar 0%. Hal ini
disebabkan oleh adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Sekretariat
Daerah yang diselaraskan kembali dengan visi dan misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Sedangkan Realisasi anggaran



2.2

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sampai dengan Triwulan I Tahun
2025 mencapai sebesar Rp33.410.580.774,00. Anggaran tersebut
digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan administrasi
pemerintahan serta pelayanan umum yang menjadi bagian dari tugas
pokok Sekretariat Daerah. Data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor untuk Triwulan I Tahun 2025
dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

REEUREY]
Target sampai
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Utama SEIED RENSTRA dengan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun Triwulan |
2025 Tahun
2025

Tingkat
Capaian Keterangan
(%)

(\[e]

7 =6/5x
@ 100 g

1 2 3 4 5

Tercapainya Target
Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Perangkat
Daerah

Persentase Ketercapaian
RB General % 100
Kewenangan Setda

Penyesuaian
Sasaran PD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sekretariat Daerah sampai
dengan Triwulan I melaksanakan 3 Program, 20 Kegiatan dan 76 Sub
Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp175.673.554.380,00
dengan realisasi sebesar Rp33.410.580.774,00 Adapun rincian
realisasi anggaran belanja program kegiatan, dan subkegiatan dapat

dilihat pada tabel berikut
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Table 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Sekretariat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025

Tingkat Capaian
o] R q o Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja & Kinerja dan
‘ﬁs:;g‘onze;&ll:;;sg:ﬁl;a;: Rl::f:h:::: (;aip:el:n;:"'ll‘zg:n Target Kinerja dan Anggaran dan Anggaran Renja sampai Kinerja dan Anggaran Renja sampai Realisasi
i P & Renja Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun Realisasi Anggaran dengan Anggaran Renja

Indikator Program/ Renstra tahun 2030) 2024 2025 Renja (%) Triwulan I Tahun 2025 sd Tahun 2025 Penanggu
Kegiatan/ Sub Satuan (%) ng Jawab

Kegiatan

Program/
Kegiatan/Sub
Kegiatan

Volume b Volume b Volume b Volume b Volume Rp. Volume b Volume Rp.

11=10/5x

9 = (8/7)*100% 100%

228,974,874,481 175,673,554,380

Indikator
Program Program baru
Penunjang yang di
Urusan Nilai AKIP 5 usulkan pada
Pemerintahan Sekretariat Daerah LSt BB 176,856,060,619 BB 104,976,581,502 BB 128,142,303,113 = 22,771,270,850 N/A LT N/A 127,747,852,352 = Uied RPIMD Setda
Daerah Kab Bogor
Kabupaten /Kota Tahun 2025 -
20230
Indikator
Program baru
Nilai SAKIP ﬁz‘;]gk‘:; pada
g:ll:g;:\? Poin 11,98 11,84 11,85 RPJMD Setda

Kab Bogor
Tahun 2025 -
20230
Indikator
Program baru
. yang di
}-rianpgll:r:entasi Sistem % 100 100 80 el peil
G RPJMD Setda

Kab Bogor
Tahun 2025 -
20230
Indikator
Program baru
yang di
Tingkat Kematangan . Sangat . . usulkan pada
Kelembagaan Brecikey Tinggi == Tingei - - RPJMD Setda
Kab Bogor
Tahun 2025 -
20230
Indikator
Persentase Program baru
Ketercapaian IKU yang di
Perangkat Daerah usulkan pada
Minimal Baik % 100 100 100 = = RPIMD Setda
Lingkup Kab Bogor
Administrasi Umum Tahun 2025 -
20230
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Indikator

Program baru
Persentase yang di
Kebijakan dan ® usulkan pada
Koordinasi Lingkup L e e e - RPJMD Setda
Administrasi Umum Kab Bogor
Tahun 2025 -
20230
P Persentase Dokumen
erencanaan,
Perencanaan,
Penganggaran, Pengukuran
; 5 9 9 9
ol || @t Glm vzl Pelaporan dan L 1eo 602,650,428 458,566,752 oo 618,047,982 11.11 121,186,014 LD || Dedaks 11 579,752,766 Lo
Kinerja Perangkat A
Evaluasi Kinerja PD
Daerah B
yang berkualitas
Penyusunan
01 | o1 0 | Dokumen ;Ern;laacl;rzﬁumen Dokume 6 6 6 35.21% 0.70
1 Perencanaan n 276,000,520 127,611,368 186,869,148.00 1 65,792,422 0.17 il 7 193,403,790 :
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan RKA-SKPD dan
0 Penyusunan Laporan Hasil Dokume
o1 o1 2 | Dokumen RKA- Koordinasi n ! 69,754,381 ! 61,426,800 ! 91,982,900.00 - 28,507,300 - 30.99% | 4 89,934,100 1.29
SKPD Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Perubahan RKA-
P SKPD dan Laporan
0 enyusunan Hasil Koordinasi Dokume
01 01 Dokumen 1 1 1 1.13
3 Penyusunan n 26,098,672 29,588,300 31,899,525.00 - - - - 1 29,588,300
Perubahan RKA-
SKPD Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan DPA-SKPD dan
0 Laporan Hasil Dokume
o1 | o1 4 | Penyusunan Koordinasi n ! 41,128,082 ! 46,975,000 ! 50,044,125.00 - 18,768,625 - S7:50% | 65,743,625 1.60
Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
01 01 0 Penyusunan Hasil Koordinasi Dokume 1 1 1 1.08
5 Perubahan DPA- Penyusunan n 29,103,942 31,378,500 34,221,625.00 - - - - 1 31,378,500 :
SKPD Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Penyusunan .
o1 | o1 0 | Laporan Capaian iiﬁ?é?:agaml Dokume 3 3 3 7.47% 1.10
6 Kinerja dan Pen: nan n 100,749,628 103,164,284 108,636,959.00 1 8,117,667 0.33 . ° 4 111,281,951 )
Ikhtisar Realisasi L:p)orlrlass Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
e Jumlah Laporan
0 Evaluasi Kinerja S Dokume
o1 | o1 7 | Perangkat Daeran | EvaluasiKinerja n 4 48,436,336 4 58,422,500 4 59,399,200.00 B B 5 B 4 58,422,500 1.21
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan B
p Hasil
WaliData
01 01 0 Pendukung Penyelenggaraan Dokume 1 1
8 . Walidata Pendukung n 11,378,866 54,994,500.00 - - - - - - -
Statistik Sektoral e
Statistik Sektoral
Daerah
Daerah
Administrasi Persentase realisasi
ol || e LepeE anggaran w g0 67,888,886,846 o0 55,071,722,380 100 58,325,886,303 93 12,168,922,438 SR 20.86% | 193 67,240,644,818 ©ER

Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah
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Penyediaan Gaji

Jumlah Orang yang

0 . N bt Orang/ o
o1 | o1 1 | dan Tunjangan Menerima Gaji dan Bulan 300 67,325,242,242 224 54,620,244,010 224 57,794,245,484 224 11,986,098,592 1 20.74% | 448 66,606,342,602 0.99
ASN Tunjangan ASN
Pelaksanaan
Penatausahaan Jumlah Dokumen
0 | dan Penatausahaan dan Dokume o
o1 | o1 3 | Pengujian/Verifik | Pengujian/Verifikasi n 2 292,578,286 2 242,065,318 2 264,431,727 2 152,988,512 1 57.86% | 4 395,053,830 1.35
asi Keuangan Keuangan SKPD
SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
o1 | o1 9| Pelaksanaan Koordinasi dan Dokume 2 2 2 1.27
4 A Pelaksanaan n 43,118,673 54,829,384 52,199,065 - - - - 2 54,829,384 :
Akuntansi SKPD A
Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan
: . Keuangan Akhir
Koordinasi dan Tahun SKPD dan
0 Penyusunan Laporan Hasil
9
o1 | o1 5 | Laporan ) Koordinasi Laporan 1 76,767,030 1 83,323,268 1 112,459,359 B 15,335,334 - 13.64% | 98,658,602 1.29
Keuangan Akhir Penyusunan
Tahun SKPD Y
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Ke'uangan Bulanan/
Penyusunan Triwulanan/
YU Semesteran SKPD
o1 | o1 0 Iﬁ:i(;fr;n dan Laporan Laporan 16 16 16 0.29
7 & . Koordinasi P 122,523,242 35,334,800 34,719,125 - - - - 16 35,334,800 )
Bulanan/Triwula P
enyusunan
nan/Semesteran
SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
Penyusunan
Pelaporan dan Jumlah Dokumen
0 | Analisis Pelaporan dan Dokume o
o1 | o1 8 | Prognosis Analisis Prognosis n 2 28,657,373 ! 35,925,600 2 67,831,543 3 14,500,000 15 21.38% | 4 50,425,600 1.76
Realisasi Realisasi Anggaran
Anggaran
Administrasi Persentase barang
01 01 Barang Milik milik daerah yang % 100 100 1.06
Daerah pada terpelihara dengan ° (100) 17,447,939 18,539,100 21,397,415 - - - - - 18,539,100 :
Perangkat Daerah baik
Penyusunan Jumlah Rencana
0 Perencanaan Kebutuhan Barang Dokume
01 01 Kebutuhan Milik Daerah 1 1 1 1.11
1 Barang Milik (RKBMD) Sekretariat n 1,127,801 1,247,700 1,383,060 - - - - 1 1,247,700
Daerah SKPD Daerah
Rekonsiliasi dan Jumlah- I.‘ap.oran
Rekonsiliasi dan
0 Penyusunan Penyusunan
o1 | o1 5 | Laporan Barang Laporan Barang Laporan 1 2,161,467 1 2,385,300 1 2,650,680 B - - - 1 2,385,300 1.10
Milik Daerah i
ada SKPD Milik Daerah pada
P Sekretariat Daerah
Penatausahaan Jumlah Laporan
0 Barang Milik Penatausahaan
o1 | o1 6 | Daerah pada Barang Milik Laporan 1 14,158,671 1 14,906,100 1 17,363,675 B - - B 1 14,906,100 1.05
SKPD Daerah
Administrasi f:frisa;ngt:;el‘/:}?iﬁng
i 9 9 9
ol | @ ECEceayai kepegawaian tepat L e 3,226,143,403 1,834,389,131 e 2,775,198,319 60 1,471,011,001 aw SO || e 3,305,400,132 oz
Perangkat Daerah
waktu
Peningkatan Jumlah Unit
0 | Sarana dan Peningkatan Sarana . o
01 01 1 Prasarana dan Prasarana Unit 12 914,187,093 12 353,824,750 12 788,627,908 - 153,388,500 - 19.45% 12 507,213,250 0.55

Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai
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Pendataan dan

Jumlah Dokumen
Pendataan dan

0 Pengolahan Dokume
o1 ] o1 3 | Administrasi Pengolahan n 6 225,977,218 6 183,106,083 6 195,896,011 - 25,486,501 - 1301% | ¢ 208,592,584 092
N Administrasi
Kepegawaian K .
epegawaian
- Jumlah Dokumen
Monitoring DO
0 Evaluasi dan Momton.ng, Dokume o
o1 ] o1 5 | Penilaian Kinerja | Evaiuasi dan n ! 326,961,133 ! 288,335,850 ! 280,674,400 - 3,376,000 - 12% |y 291,711,850 089
. Penilaian Kinerja
Pegawai P :
egawai
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Asesment Pegawai Laporan 1 _ B ~ 1 B _ _ B B _ B
Lingkup Sekretariat
Daerah
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas
01 01 0 Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang Oran; 30 201 30 30 85.35% 1.31
9 | Berdasarkan Mengikuti g 1,759,017,960 1,009,122,448 1,510,000,000 1,288,760,000 1.00 99% 1 931 2,297,882,448 :
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan
Al F:::::Ltlisiiya jasa
9 9 9
ol | @ g;“e‘;:]‘jpe”“gk“ pelayanan e e 41,517,096,649 15,132,663,318 Loy 15,527,087,259 10 2,773,959,371 OB W8 || g 17,906,622,689 @8
administrasi umum
Penyediaan Jumlah Paket
Komponen .
0 Instalasi Kpmponen Instalasi 5
o1 | o1 1| Listrik/Penerang | Listrik/Penerangan Paket 6 530,898,936 6 294,675,250 6 238,813,421 6 220,540,350 1 92.35% | 1y 515,215,600 0.97
Bangunan Kantor
an Bangunan yang Disediakan
Kantor
Penyediaan Jumlah Paket
0 | Peralatan dan Peralatan dan o,
o1 | o1 2 | Perlengkapan Perlengkapan Kantor Paket 15 19,629,098,417 15 5,528,122,918 15 5,387,278,663 1 273,320,921 0.07 5:07% | 16 5,801,443,839 0.30
Kantor yang Disediakan
0 Penyediaan Jumlah Paket Bahan
o1 | o1 4 | Bahan Logistik Logistik Kantor yang Paket 4 3,088,829,155 4 3,125,704,400 4 2,974,552,674 1 531,448,100 0.25 17.87% | g 3,657,152,500 0.92
Kantor Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
(0] Barang Cetakan dan
o1 | o1 5 | Barang Cetakan Penggandaan yang Paket 45 247,323,982 45 283,605,250 45 125,289,571 - - - - 45 283,605,250 115
dan Penggandaan N A
Disediakan
s Jumlah Laporan
o1 | o1 0| Fasilitasi Bulanan Fasilitasi Laporan 12 1 12 24.76% 0.43
8 | Kunjungan Tamu v P 16,781,080,333 5,631,722,125 6,500,028,030 - 1,609,230,000 - 0% 7,240,952,125 :
Kunjungan Tamu
0 Penatausahaan Jurr?lah. L.apt_;ran_
01 | o1 1| Arsip Dinamis Hasil Digitalisasi Laporan 1 1 1 46.30% 1.20
o | o kP Arsip Dinamis pada P 338,965,826 268,833,375 301,124,900 - 139,420,000 - R I 408,253,375 :
P SKPD
Persentase
Administrasi ‘Sg:;ﬁ:;g:_m
9 o o
ol | @ g:‘e‘::]‘jpe’a“gka‘ Rapat Koordinasi e goy 2,881,209,523 1,737,111,599 oo 2,558,140,510 17 191,598,873 e || 7% || 1,928,710,472 067
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
s Penyelenggaraan
o1 | o1 0 | RapatKoordinasi | . "' oordinasi Laporan 12 3 12 7.49% 0.67
9 | dan Konsultasi P P 2,881,209,523 1,737,111,599 2,558,140,510 2 191,598,873 0.17 : 5 1,928,710,472 -

SKPD

dan Konsultasi
SKPD
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Pengadaan
Barang Milik

Persentase barang

Dzl milik daerah yang
o | @ ger‘:‘:‘;‘f“g diadakan dengan » 1eo 1,996,187,712 1,375,700,000 e 4,556,319,780 = = = = = 1,375,700,000 e
Pemerintah als
Daerah
Pengadaan Jumlah Unit
& Kendaraan
0 Kendaraan Perorangan Dinas
o1 ] o1 1 | PeroranganDinas | .\ kendaraan Unit s 1,996,187,712 s 1,375,700,000 3 4,556,319,780 - - - - 3 1,375,700,000 0.69
atau Kendaraan N
B Dinas Jabatan yang
Dinas Jabatan e
Disediakan
genye@man e Persentase
enunjang terpenuhinya jasa
9 9 o
o @ g;':‘nf;“mahan penunjang urusan L 1eo 15,131,413,862 10,607,264,174 oo 13,299,409,301 55 2,084,482,567 BEE s || g 12,691,746,741 Q%
pemerintah daerah
Daerah
. Jumlah Laporan
0 Penyediaan Jasa . o,
o1 | o1 1| surat Menyurat Penyediaan Jasa Laporan 2 2,146,783,566 2 1,862,530,790 2 1,986,821,944 2 574,750,205 1 28.93% | 4 2,437,280,995 114
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
0 Komunikasi Layanan Internet, 5
o1 | o1 2 | Sumber Daya Air Layanan Selular, Laporan 4 5,192,873,771 4 3,998,154,908 4 5,117,738,056 4 670,251,438 1 13.10% | g 4,668,406,346 0.90
P Sumber Daya Air
dan Listrik P
dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
01 01 0 Peralatan dan Peralatan dan Laporan 1 1 1 1.66% 0.84
3 Perlengkapan P 1,679,319,301 1,380,151,034 1,735,608,677 - 28,853,001 - . © 1 1,409,004,035 :
Perlengkapan Kantor
Kantor A
yang Disediakan
Jumlah Laporan
0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
o
o1 | o1 4 | Pelayanan Umum | Pelayanan Umum Laporan 4 6,112,437,223 4 3,366,427,442 4 4,459,240,624 - 810,627,923 - 18.18% |, 4,177,055,365 0.68
Kantor Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Persentase
Barang Milik .
terpenuhinya
Pasah kebutuhan sarana
q 9 9 9
ol @t P dan prasarana yang L e 13,496,677,530 6,839,521,366 L0 6,761,121,851 4 131,427,730 Al 1| 6,970,949,096 o2
N sesuai dengan
Pemerintahan k
etentuan
Daerah
Penyediaan Jasa
P§mehharaan Jumlah Kendaraan
Biaya N
. Perorangan Dinas
0 Pemeliharaan atau Kendaraan
. . o
o1 | o1 1 ii:;:ﬂ::n Dinas Jabatan yang Unit 6 831,619,425 6 296,303,463 6 644,370,000 B 44,958,989 - 6.98% | ¢ 341,262,452 041
. Dipelihara dan
Perorangan Dinas dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Y J Y
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pgmehharaan Jumlah Kendaraan
Biaya . N
B Dinas Operasional
0 Pemeliharaan atau Lapangan yang
. . o
o1 | o1 2 | pajax dan Dipelihara dan Unit 256 1,333,224,947 256 657,538,503 256 919,500,000 12 86,468,741 0.05 9:4% | 9eg 744,007,244 056
. dibayarkan Pajak
Kendaraan Dinas dan Perizinannya
Operasional atau o
Lapangan
0 Pemeliharaan Jumlah Mebel yang B o
o1 | o1 5 | Mebel Dipelihara Unit 5 69,894,753 5 110,889,000 5 90,000,000 B - - 0% 5 110,889,000 1.59
Pemeliharaan/Re Jumlah Gedung
habilitasi Kantor dan
o abilitasi Gedung Bangunan Lainnya
i o
o1 | o1 9 g:ﬁmrn‘ii“ yang unit 1 9,860,920,293 1 5,774,790,400 1 5,107,251,851 - - - 0% 1 5,774,790,400 0.59
i g Dipelihara/Direhabil
ainnya

itasi
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Pemeliharaan/Re

Jumlah Sarana dan

P PrasaranGedung
g::lg;:‘?a?:;ana Kantor dan Penambahan
Gedung Kantor Bangunan Lainnya Unit 1,401,018,112 ~ R _ R _ N/A N/A B B ~ Sub Kegiatan
dan Bangunan yang . . Baru
. Dipelihara/Direhabil
Lainnya s
itasi
Administrasi
Keuangan dan Persentase Layanan
Operasional Medical Check Up o
ot @ KepalsDacrah! KepalaiDacrahlyang % £eo 279,579,013 - o 240,000,000 - - - - - - -
dan Wakil Kepala Dilakukan
Daerah
Pelaksanaan Jumlah Orang yang
0 Medical Check Up Mengikuti Medical
01 01 Kepala Daerah Check Up Kepala Orang 2 2
3| dan wakil Kepala Daerah dan Wakil 279,579,013 - B 240,000,000 - - - - B B -
Daerah Kepala Daerah
Fasilitasi Persentase Layanan
Kerumahtanggaa Kerumahtanggan
o8 || LB n Sekretariat Sekretariat Dacrah g L0 6,207,672,312 1,260,387,425 ey 5,079,563,224 25 955,634,424 0.25 18.81% | 5 2,216,021,849 036
Daerah yang Terpenuhi
P di Jumlah Paket
0 Keex;?letullj:: Kebutuhan Rumah
o
o1 | o1 1 | Rumah Tangga Ezgfagi Kzgala Paket 12 2,768,658,520 12 996,721,225 12 2,376,735,449 3 536,937,078 0.25 22.59% | 15 1,533,658,303 0.55
Kepala Daerah acran yang
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
0 Kebutuhan Kebutuhan Rumah
o1 | o1 o | Rumah Tangga Tangga Wakil Kepala paket 12 2,261,961,851 B f 12 1,041,770,140 3 380,054,694 0.25 19.57% | 3 380,054,694 0.17
Wakil Kepala Daerah yang
Daerah Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
0 Kebutuhan Kebutuhan Rumah
o1 | o1 3 | RumahTangga Tangga Sekretariat Paket 12 1,177,051,940 9 263,666,200 12 761,057,635 3 38,642,652 0.25 5:08% | 15 302,308,852 0.26
Sekretariat Daerah yang
Daerah Disediakan
Persentase
Administrasi Administrasi Gaji,
Keuangan dan Tunjangan serta
Operasional Dana Penunjang ® o o
ol | @t Kepala Daerah Operasional Kepala e gy 12,673,403,147 5,740,316,726 oo 8,704,202,050 10 1,707,784,662 a2 || 1960 || g 7,448,101,388 08
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil
Daerah Kepala Daerah yang
Tepat Waktu
Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang
0 dan Tunjangan Menerima Gaji dan Orang/
o1 | o1 1 | Kepala Daerah Tunjangan Kepala Bulan 24 1,841,935,243 12 756,307,300 24 1,581,178,976 2 11,585,799 0.08 0.78% 14 767,893,099 0.42
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil
Daerah Kepala Daerah
Penyediaan Dana Jumlah Orang yang
Penunjang Menerima Dana
0 Operasional Penunjang Orang/ o
o1 | o1 4 | Kepala Daerah Operasional Kepala Bulan 24 10,831,467,905 12 4,984,009,426 24 7,123,023,074 3 1,696,198,863 0.13 28.81% | 45 6,680,208,289 062
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil
Daerah Kepala Daerah
Administrasi Persent.ase .
penyediaan pakaian
Keuangan dan 5 i
Ot dinas dan atribut
9 9 o
ol | @ Kepala Daerah lstemmape el % w9 700,461,920 267,050,000 o9 435,000,000 4 181,480,000 b S 448,530,000 06
5 daerah dan wakil
dan Wakil Kepala
kepala daerah yang
Daerah N
terpenuhi
Administrasi Jumlah Paket
Keuangan dan Pakaian Dinas dan
0 Operasional Atribut Kelengkapan o,
o1 | o1 2 | Kepala Daerah Kepala Daerah dan Paket 12 700,461,920 6 267,050,000 100 435,000,000 4 181,480,000 0.04 4L72% | o 448,530,000 0.64

dan Wakil Kepala
Daerah

Wakil Kepala Daerah
yang Disediakan
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01

01

Penataan
Organisasi

Kategori Penerapan
Sistem Kerja
Berdasarkan SE
Menpan No 15
Tahun 2023

Kategori

6.5

N/A

N/A

01

01

Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Jumlah rancangan
Perbup/Kepbup/SE
Implementasi Sistem
Kerja 2025

Dokume

N/A

N/A

N/A

Laporan Hasil
FGD/Sharing
Session

Dokume
n

N/A

N/A

N/A

Telaahan Staff
sebagai bahan
perumusan
kebijakan Sistem
Kerja Tahun 2026

Dokume
n

N/A

N/A

N/A

01

01

Penataan
Organisasi

Persentase
kematangan
kelembagaan PD
pada level sangat
tinggi

%

85

35

N/A

N/A

Jumlah Perangkat
Daerah yang
mengikuti Sosialisasi
dan
asistensi/konseling
kelembagaan

Perangk

Daerah

76

76

N/A

N/A

N/A

Laporan Hasil
Evaluasi
Kematangan
Kelembagaan kepada
PPK dan kepada
Kemendagri

Dokume

N/A

N/A

N/A

01

01

Penataan
Organisasi

Persentase Dokumen
Rumusan Kebijakan
lingkup organisasi

%

100

300,795,216

325,559,850

100

425,000,000

5,747,000

1.35%

331,306,850

1.10

01

01

Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen
Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
(Jumlah Rumusan
Kebjakan
Kelembagaan berua
Kepbup/Perbup
Kelembagaan)

Dokume
n

300,795,216

325,559,850

425,000,000

5,747,000

1.35%

32

331,306,850

1.10

Jumlah Dokumen
Kajian dan Naskah
Akademik
Kelembagaan yang
tersusun

Dokume

N/A

N/A

N/A

01

01

Penataan
Organisasi

Persentase
pelaksanaan
koordinasi bidang
Kepegawaian dan
Sumber Daya
Manusia

%

100

100

N/A

N/A
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01

01

-0

Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Jumlah fasilitasi
kepegawaian yang
terpenuhi sesuai
kebutuhan
manajemen SDM

Kegiata
n

N/A

N/A

N/A

Jumlah
Kebutuhan/Formasi
JF yang tersusun
sesuai pedoman
perhitungan
kebutuhan JF

Jenis
JF

N/A

N/A

N/A

Jumlah Kebutuhan
JF yang diusulkan
penetapannya ke
Kementerian PAN
dan RB

Jenis
JF

N/A

N/A

N/A

Jumlah dokumen
laporan
pengembangan
sistem informasi
jabatan yang
terintegrasi

Dokume
n

N/A

N/A

N/A

01

01

Penataan
Organisasi

Persentase
koordinasi, fasilitasi
serta sosialisasi tata
laksana

%

100

124,841,087

133,952,175

100

189,503,650

133,952,175

1.07

01

01

N o

Fasilitasi
Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

Jumlah kebijakan
berupa Kepbup dan
SE terkait
pengaturan tata
laksana secara
efektif dan efisien.

Dokume

N/A

N/A

N/A

Rancangan Kepbup
Peta Bisnis Proses
sesuai RPIMD
Kabupaten Bogor
2025-2029

Dokume

N/A

N/A

N/A

Jumlah pelaksanaan
sosialisasi Tata
Laksana

Dokume
n

N/A

N/A

N/A

Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi
Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

Laporan

124,841,087

133,952,175

189,503,650

0.00%

133,952,175

Jumlah SOP yang
difasilitasi
penyusunannya

Jenis
SOP

N/A

N/A

N/A

Jumlah SOP PD
yang dievaluasi

PD

76

76

N/A

N/A

N/A

Rumusan Kebijakan
Fleksibilitas Kerja

Dokume

N/A

N/A

N/A

01

01

Penataan
Organisasi

Tingkat Capaian RB
Perangkat Daerah
minimal Baik

%

79.16

137,334,570

421,853,600

19.44

207,871,975

1,800,000

0.87%

423,653,600

3.08
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01

01

wo

Peningkatan
Kinerja dan
Reformasi
Birokrasi

Jumlah Dokumen
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi
Birokrasi (Jumlah
Kepbup Renaksi RB)

Dokume

137,334,570

421,853,600

207,871,975

1,800,000

0.87%

423,653,600

3.08

Jumah Capaian
Monev Implementasi
Renaksi RB yang
terkoordinasi dan
terinput dalam
Portal RB Menpan

Kegiata
n

N/A

N/A

N/A

Jumlah pelaksanaan
Roadshow RB

Perangk
at
Daerah

N/A

N/A

N/A

Jumlah
Sosialisasi/FGD
Mindset Reform
Level Pimpinan JPT
dan Administrator

Kegiata
n

N/A

N/A

N/A

Jumlah Koordinasi
dan Konsultasi tema
keorganisasian
melalui "Warung
Nasi"

Kegiata
n

N/A

N/A

N/A

Jumlah
Sosialisasi/Fasilitasi
PD dan Evaluator
dalam penilaian RB
PD (sosialisasi ke PD
1, pleno kab 2, pleno
prop 2)

Kegiata
n

N/A

N/A

N/A

Dokumen Laporan
Sementara dan
Keputusan Final
Hasil evaluasi RB PD

Dokume
n

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

01

01

Penataan
Organisasi

Persentase
Koordinasi, fasilitasi
serta sosialisasi
pelayanan publik

%

100

148,521,866

182,194,050

100

213,172,075

182,194,050

100

01

01

ENES)

Monitoring
Evaluasi dan
Pengendalian
Kualitas
Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi
dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata
Laksana (PEKPP,
KPP dan IKM
semester 1 dan
2/tahunan))

Dokume

148,521,866

182,194,050

213,172,075

182,194,050

1.23

Jumlah pelaksanaan
bimbingan teknis ZI
bagi TPI dan PD
Target

Kegiata
n

N/A

N/A

N/A

Jumlah dokumen
laporan
pembangunan Zona
Integritas

Dokume

N/A

N/A

N/A
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Jumlah pelaksanaan
sosialisasi Yanlik

Kegiata
n

01

01

Penataan
Organisasi

Persentase dokumen
peningkatan Kinerja
dan implementasi
RB yang
terselenggara

%

100

245,663,352

375,287,244

100

296,437,709

5,411,778

1.83%

380,699,022

1.55

01

01

u o

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintah
Daerah

Jumlah Dokumen
Perjanjian Kinerja
Kepala daerah,
Kepala Perangkat
Daerah dan Camat

Dokume
n

146

146

N/A

N/A

N/A

Jumlah Dokumen
IKU Daerah dan IKU
Perangkat Daerah

Dokume
n

73

73

N/A

N/A

N/A

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah

Dokume
n

245,663,352

375,287,244

296,437,709

5,411,778

1.83%

380,699,022

1.55

Jumlah pelaksanaan
Sosialisasi/Bintek
Akuntabilitas Kinerja
kepada PD

Kegiata
n

N/A

N/A

N/A

Jumlah pedoman
penyusunan LKjIP
Perangkat Daerah

Dokume

N/A

N/A

N/A

Dokumen laporan
pengembangan
aplikasi e SAKIP
sesuai kebutuhan

Dokume
n

N/A

N/A

N/A

Jumlah pemenuhan
data e SAKIP
Terintegrasi
(perencanaan,
persiapan penilaian
dan perubahan)

Kegiata
n

N/A

N/A

N/A

01

01

Pelaksanaan
Protokol dan
Komunikasi
Pimpinan

Persentase Layanan
Keprotokolan dan
Komunikasi
Pimpinan yang
Terpenuhi

%

100

9,280,074,242

3,194,502,612

100

7,908,943,710

970,824,992

12.28%

4,165,327,604

0.45

01

01

Fasilitasi
Keprotokolan

Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi
Keprotokolan

Laporan

6,538,025,016

2,379,982,318

5,964,703,835

780,292,703

13.08%

3,160,275,021

0.48

01

01

N o

Fasilitasi
Komunikasi
Pimpinan

Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi
Komunikasi
Pimpinan

Laporan

686,069,990

343,403,472

399,831,875

99,313,376.00

24.84%

442,716,848

0.65

01

01

wo

Pendokumentasia
n Tugas
Pimpinan

Jumlah Laporan
Pendokumentasian
Tugas Pimpinan

Laporan

2,055,979,236

40

471,116,822

1,544,408,000

91,218,913

5.91%

40

562,335,735

0.27
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Administrasi Tata

Jumlah Laporan
Hasil Monitoring
Akun Media Sosial

dan Media Online

Rata-rata Penerapan

Laporan

N/A

N/A

N/A

2 0
ol || @= Pemerintahan gﬁ‘g’zfﬂb“l’a‘en 0 EEED 343,371,319 1,165,720,061 RES 453,284,270 109,033,900 - 2EOS 1,274,753,961 Sl
Penataan Jumlah Fasilitasi
0 o . dan Pendampingan Pendam o
oL | 02 1 Qgﬂ‘:‘;ﬁ:gﬁa‘n Penerapan SPM pingan 5 343,371,319 1,165,720,061 5 453,284,270 109,033,900 - 24.05% 1,274,753,961 371
Kabupaten Bogor
. . Persentase Rumusan
Administrasi Tata s .
ol | @z Pemerintahan e % o0 912,968,502 1,661,630,116 oo 1,277,863,933 308,029,384 - B 1,969,659,500 220
Tata Pemerintahan
Penataan Jumlah Dokumen
o1 | o2 O | Administrasi Hasil Penataan Dokume 5 5 N/A N/A N/A
1 . Administrasi n - - - - -
Pemerintahan N
Pemerintahan
Pengelolaan Jumlah Dokumen
o1 | o2 9| Administrasi Hasil Pengelolaan Dokume 3 3 N/A N/A N/A
Kewilayahan npmstrasn n - - N - -
Kewilayahan
Jumlah Kunjungan Kuniun
Kepala Daerah ke ey 30 . . 30 . . N/A N/A . N/A
Kecamatan &
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Jumlah Laporan
Pelaksanaan

Koordinasi dan Dokume o
Monitoring Bantuan n 12 509,847,456 813,693,982 12 741,123,309 147,729,667 5 19.93% 961,423,649 1.89
Infrastruktur
Kelurahan
Fasilitasi Jumlah Dokumen
0 Hasil Fasilitasi Dokume o
o1 | o2 3 | Felaksanaan | Pelaksanaan n s 403,121,047 847,036,134 3 536,740,624 160,209,717 - 29-87% 1,008,235,851 250
ono acra Otonomi Daerah
Jumlah Dokumen Dokume
Hasil Kajian n 1 ~ ~ 1 ~ _ N/A N/A ~ N/A
Kapasitas Daerah
Jumlah Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan Dok:me 1 B R 1 _ _ N/A N/A B N/A
Pemerintahan
Daerah (LPPD)
Pelaksanaan Persentase Rumusan
Kebijakan Kebijakan lingkup © o,
ol | @ Kesejahteran Kesejahteraan e e 36,609,296,209 25,757,906,487 Loy 31,926,104,948 8,514,783,085 - A 34,272,689,572 @5
Rakyat Rakyat
Fasilitasi Jumlah Dokumen
0 . Hasil Fasilitasi Dokume o
o1 | 02 1 f;;gtzll"?ai‘r‘ﬁ:f Pengelolaan Bina n 5 12,043,797,198 9,704,535,496 5 11,576,825,636 562,445,009 - 4.86% 10,266,980,505 085
P Mental Spiritual
Pelaksanaan
Kebijakan, Jum.lah D.(_)kumen
. Hasil Kebijakan,
0 Evaluasi, dan Evaluasi, dan Dokume
X N s N
o1 | 02 2 ,f:ﬁ;‘i“ Kinerja Capaian Kinerja n 6 20,159,331,313 14,296,827,809 4 17,519,268,193 7,856,443,584 - 44.84% 22,153,271,393 1.10
Kesejahteraan Terk?xt .
. Kesejahteraan Sosial
Sosial
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Kebijakan Hasil Kebijakan,
0 Evaluasi dan Evaluasi, dan Dokume
X N X N o
o1 | o2 g | CapalanKinera | Capaian Kinerja n s 4,406,167,608 1,756,543,182 2 2,830,011,119 95,894,492 - 3.:39% 1,852,437,674 0.42
Kesejahteraan Kesejahteraan
Masyarakat Masyarakat
Jumlah
Pengkoordinasian
Lingkup Dolume 4 . . 1 . . N/A N/A . N/A
Kesejahteraan
Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Lingkup Dokume
Kesejahteraan n 3 - - 3 - - N/A N/A - N/A
Masyarakat
Pelaksanaan Persentase Rumusan
01 | o2 Labiem labiem % 100 100 N/A N/A
Kesejahteran Penyelenggaraan - - - - - -
Rakyat Hibah Keagamaan
Laporan
0 Fasilitasi Penyelenggaraan
01 02 1 Pengelolaan Bina Hibah Sarana dan Laporan 160 B B 181 ~ _ N/A N/A B N/A
Mental Spiritual Prasarana
Keagamaan
Pelaksanaan
Kebijakan, L
0 Evaluasi, dan Pzgojer:] araan
o1 02 2 Capaian Kinerja Hinh Le%ngba a Laporan 8 B B 10 B _ N/A N/A B N/A
Terkait Keagamaan €
Kesejahteraan &
Sosial
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Persentase

Pelaksanaan
Kebiiakan Pelaksanaan
01 02 A Koordinasi Terkait % 100 100 N/A N/A
Kesejahteran . N - - - - - - - -
Rakyat Prevalensi Stunting
Kabupaten Bogor
Pelaksanaan
Kebgaké?n, Laporan Hasil
0 Evaluasi, dan Koordinasi dan
01 02 Capaian Kinerja : : Laporan 4 4 N/A N/A N/A
2 Terkait Evaluasi Prevalensi - - - - - - - -
Kesejahteraan Stunting
Sosial
Fasilitasi dan Tingkat Koordinasi
01 02 Koordinasi dan Harmonisasi Poin >22.5 _ _ >22.5 _ _ _ _ N/A _ _ N/A
Hukum Regulasi
0 g::m:\ilnan Jumlah Produk Dokume
01 02 yu Hukum Daerah Yang 15 15 N/A N/A N/A
1 Produk Hukum N o n - - - - - - - -
Di Harmonisasi
Daerah
Kompetensi
Aparatur Sipil
Fasilitasi dan Negara sebagai
01 02 Koordinasi Perancang Peraturan Poin >22.5 B B >22.5 _ _ _ _ N/A B B N/A
Hukum Perundang-
undangan Pusat
yang Berkualitas
Jumlah Asn Yang
Mendapat
Fasilitasi Penmgkataln
0 Penyusunan K(.m?petenm
01 02 1 Produk Hukum Dibidang Orang 12 B _ B 2 B _ _ N/A N/A B B N/A
Perancangan
Daerah
Peraturan
Perundang-
Undangan
Kualitas Re-Regulasi
atau Deregulasi
Fasilitasi dan Berbagai Peraturan
01 02 Koordinasi Perundang- Poin >27 _ _ >27 _ _ _ _ N/A _ _ N/A
Hukum undangan
Berdasarkan Hasil
Reviu
Jumlah Laporan
pelaksanaan di
Fasilitasi Reregulasi dan
0 Penyusunan Deregulasi Sebagai Dokume
01 02 1 Produk Hukum Tindak Lanjut dari n 2 - - - 2 - - - N/A N/A - - N/A
Daerah Analisis dan
Evaluasi Produk
Hukum Daerah
Fasilitasi dan genattaan Database
01 | 02 Koordinasi craturan Poin >18 >18 N/A N/A
Perundang- - - - - - - - -
Hukum
undangan
Jumlah Dokumen
Pendokumentasia Pquelolaap Jdih .
0 | n Produk Hukum Terintegrasi Sesuai Dokume
01 02 Dengan Standar 1 1 N/A N/A N/A
3 dan Pengelolaan n - - - - - - - -
> Pengelolaan
Informasi Hukum
Dokumen Dan
Informasi Hukum
Persentase Produk
Hukum Daerah yang
Fasilitasi dan Ditetapkan sesuai
e 9 o
ol @2 opdnes! IR % £eo 1,494,508,725 2,135,823,671 oo 1,965,291,503 10 595,226,567 0.10 WA || 2,731,050,238 L8
Hukum Pembentukan
Peraturan Bupati
Peraturan Daerah
0 g:rsjﬂyt;:zlnan Jumlah Produk Dokume
o
o1 | o2 1| Produk Hukum Hukum Daerah yang n 395 987,167,267 892 1,467,926,334 395 1,315,966,234 63 468,324,104 0.16 35.59% | gg5 1,936,250,438 1.96

Daerah

Disusun
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Jumlah Produk

Pendokumentasia Hukum dan
0 | n Produk Hukum Dokume o
o1 | 02 3 | dan Pengelolaan Pengelolaan n 395 507,341,457 898 667,897,337 395 649,325,269 15 126,902,463 0.04 19.54% | g3 794,799,800 1.57
> Informasi Hukum
Informasi Hukum . .
yang Didokumentasi
itz lam Persentase Perkara
P o o
ol @2 Koordinasi yang Ditangani o e 1,026,444,695 933,619,886 20 727,104,825 B 105,437,475 - || 1,039,057,361 il
Jumlah Kasus yang
0 | Fasilitasi Mendapatkan o
o1 | 02 2 | Bantuan Hukum | Fasilitasi Bantuan Kasus 35 1,026,444,695 36 933,619,886 35 727,104,825 - 105,437,475 - 14.50% | 36 1,039,057,361 1o1
Hukum
Jumlah Penyuluhan Penyulu
Hukum Terpadu han 20 - - - 20 - - - N/A N/A - - N/A
Jumlah Penyuluhan Penyulu
Hukum Aparatur han ! - - - ! - - - N/A N/A - - N/A
ettt G ;eel;:?ata:?an Target
01 | 02 Koordinasi = palan targ % 100 100 N/A N/A
Hukum encana Aksi = = = = = = = =
Nasional HAM
e Penyampaian Bukti .
o1 | 02 0| Fasilitasi Dukung Pemenuhan | DUk 3 6 N/A N/A N/A
2 Bantuan Hukum N Dukung - - - - - - - -
Rencana Aksi
Persentase
Implementasi
Fasilitasi Kerja Kerjasama sesuai ® ®
ol || @2 SamaDaerah denganiPerjaniian % & 461,115,788 292,950,500 El 596,081,625 - 80,367,275 - IBali || 373,317,775 @8
Kerjasama yang
disepakati
0 Fasilitasi Kerja Jumlah Dokumen Dokume
01 02 1 Sama.Dalam Hasil Fasilitasi Ker_l.a n 110 274,749,060 340 219,130,000 110 213,362,550 R 66,298,000 B 31.07% 340 285,428,000 1.04
Negeri Sama Dalam Negeri
. Jumlah Laporan
0 Evaluasi Hasil Evaluasi
9
o1 | 02 2 Eeelra;‘ssa:;:‘n Pelaksanaan Kerja Laporan 12 105,849,280 25 73,820,500 12 82,719,075 - 14,069,275 - 17.01% | 55 87,889,775 0.83
J Sama
e . Jumlah Dokumen
0 | Fasilitasi Kerja . e . Dokume o,
01 02 3 Sama Luar Negeri Hasil Fasilitasi Kgrja n 1 80,517,447 _ _ 1 300,000,000 _ _ _ 0.00% _ _ 0.00
Sama Luar Negeri
Indikator
Program baru
Program yang di
Perekonomian Indek Tata Kelola . o usulkan pada
ol | e dan Pengadaan Eo & 11,271,108,625 Ea 11,489,623,446 = 10,585,520,163 - 926,432,238 - B R 12,416,055,684 LI© RPJMD Setda
Pembangunan Kab Bogor
Tahun 2025 -
20230
Persentase q
Pengkoordinasian :ilkaaizrbaru
dan Evaluasi angr &
terhadap % 100 100 100 yang

Ketercapaian Isu
Tematik Prioritas
Bidang

usulkan pada
RPJMD Setda
Kab Bogor
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Perekonomian dan Tahun 2025 -
Pembangunan 20230
Indikator
Persentase g B
Ketercapaian IKU grar
yang di

Perangkat Daerah

usulkan pada

Minimal Baik % 100 100 100 _ RPJMD Setda
Lingkup
Perekonomian dan Lol 1 tome
Pembangunan Tahun 2025 -
20230
Indikator
Persentase P::]grzrin e
Sesibiton gl {lsu%kan pada
P—y .
Pembangunan Ealjooeoy
B Tahun 2025 -
20230
Pelaksanaan ng:]?;:isaean
ol | @8 gg:’e‘{i::man koordinasi bidang % 1eo 2,049,068,605 905,132,676 e 642,115,750 14,576,450 = 22 919,709,126 048
perekonomian
Koordinasi Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Hasil Koordinasi,
Monitoring dan Sinkronisasi,
o1 | 03 9| Evaluasi Monitoring dan Dolume 1 1 1 2.27% 0.45
1 L ng ca n 2,049,068,605 905,132,676 642,115,750 14,576,450 - . 919,709,126 .
Kebijakan Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan Pengelolaan BUMD
BUMD dan BLUD dan BLUD
Persentase
Pelaksanaan pelaksanaan
- S . o o
ol | s fetpifitenn Lommaiion] e % gey 195,528,592 379,378,050 oo 255,112,450 29,236,150 - Mkt 408,614,200 245
Perekonomian pengendalian inflasi
kabupaten Bogor
. Jumlah Laporan
o1 | o3 0| Dotimag " | Hasil Koordinasi Laporan 12 1 12 11.46% 2.09
2 Perekonomian Terkait Inflasi P 195,528,592 379,378,050 255,112,450 29,236,150 - . © 408,614,200 :
Kabupaten Bogor
Persentase
Pkl Rumusan Kebijakan
01 03 Kebijakan J % 100 100 N/A N/A
Perekonomian Terhadap - - - _ _ :
Pembinaan BUMD
o | Pengendatiandan | Bty SOV
o1 03 Distribusi PR A Laporan 1 1 N/A N/A N/A
2 . dan Distribusi - - - - - -
Perekonomian B
Perekonomian
Pelaksanaan Persentase Rumusan
- . . o o
ol | @8 emiaan St gtk e 1o 162,833,235 325,831,318 e 191,455,809 23,247,517 - L2l 349,078,835 2H1k)
Perekonomian perekonomian
Perencanaan dan Jumlah Dokumen
0 Pengawasan Hasil Perencanaan o,
o1 | 03 3 | Ekonomi Mikro dan Pengawasan Laporan 1 162,833,235 1 325,831,318 1 191,455,809 23,247,517 5 12.14% 349,078,835 2.14
kecil Ekonomi Mikro Kecil
Persentase data
perencanaan,
Pelaksanaan penganggaran dan
01 03 Administrasi evaluasi % 100 _ _ 100 _ _ _ N/A _ N/A
Pembangunan pembangunan
daerah tepat waktu
dan akurat
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Fasilitasi

Jumlah Laporan

01 03 0 Penyusunan Data Perencanaan, Laporan 12 12 N/A N/A N/A
1 Program Penganggaran dan - - - - -
Pembangunan Evaluasi Kegiatan
i Rumsan Kebijlan.
. . o o,
ol | s g‘einf‘l‘)‘;‘:“a:;n lingkup administrasi ke goy 3,089,772,264 3,245,679,645 1o 3,645,770,045 209,783,496 - S 3,455,463,141 iz
gu pembangunan
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Hasil Fasilitasi
0 Penyusunan Penyusunan Dokume N
o1 | 03 1| Program Program n 3 1,577,312,241 924,163,013 3 1,854,153,918 17,735,334 - 0.96% 041,898,347 0.60
Pembangunan Pembangunan
Daerah
Jumlah Laporan
0 Pengendalian dan Hasil Pengendalian
o1 | 08 o | EvaluasiProgram | dan Evaluasi Laporan 2 551,380,739 608,866,948 2 564,817,293 39,291,745 - 6.96% 648,158,693 118
Pembangunan Program
Pembangunan
Jumlah Laporan
Pengelol_aan Hasil Pengelolaan
Evaluasi dan .
01 03 0 Pelaporan Evaluasi dan Laporan 3 3 12.45% 1.94
3 P Pelaporan P 961,079,284 1,712,649,684 1,226,798,834 152,756,417 - e 1,865,406,101 |
Pelaksanaan
Pembangunan Pelaksanaan
gy Pembangunan
Pengelolaan q
o1 | 03 Pengadaan sk KR Nilai 40 40 N/A N/A
UKPBJ = = = = = =
Barang dan Jasa
Pengelolaan Variabel Penilaian
01 | o3 O | Pengadaan Tingkat Kematangan |y, jape; 9 9 N/A N/A N/A
1 UKPBJ yang - - - - -
Barang dan Jasa .
terpenuhi
Pengelolaan Persentase
01 03 Pengadaan Penggunaan PDN % 88.2 B B 87 _ _ _ N/A B N/A
Barang dan Jasa Dalam PBJ
0 Pengelolaan Jumlah Sosialisasi Surat
01 03 1 Pengadaan aturan Pengaturan Edaran 2 _ _ 2 _ _ N/A N/A _ N/A
Barang dan Jasa PDN
Pengelolaan Nilai Indeks Tata
01 03 Pengadaan Kelola Pengadaan Nilai 8.5 _ _ 8.1 _ _ _ N/A _ N/A
Barang dan Jasa Komponen Sirup
0 iznf}ejl:xl]aan Persentase Rencana
o1 | o3 A Umum Pengadaan % 82.2 81 N/A N/A N/A
2 | Pengadaan ang diumumkan - - - - -
Secara Elektronik yang
Nilai Indeks Tata
Remppblbem Kelola Pengadaan
01 03 Pengadaan 8 Nilai 4.95 4.7 N/A N/A
Komponen E- - - - - - -
Barang dan Jasa 8
Tendering
Pengelolaan Persentase
0 Layanan Pelaksanaan o
01 03 2 Pengadaan Pengadaan secara % 93.2 - - 92 - - N/A N/A - N/A

Secara Elektronik

Tender
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Pengelolaan Nilai Indeks Tata
01 03 Pengadaan Kelola Pengadaan Nilai 2 B B 2 _ _ N N/A B N/A
Barang dan Jasa Komponen E-Katalog
Pengelolaan Persentase
0 Layanan Terselesaikannya o
01 03 2 Pengadaan Pengadaan secara e- % 50.15 - - 30 - - N/A N/A - N/A
Secara Elektronik Katalog
Nilai Indeks Tata
Reaecolaan Kelola Pengadaan
01 | 03 Pengadaan & Nilai 1 1 N/A N/A
Komponen Toko - - - - - -
Barang dan Jasa .
Daring
o E:nssl:r:aan Jumlah Pelaksanaan
01 03 Y Pengadaan pada Paket 1 1 N/A N/A N/A
2 Pengadaan Toko Dari - - - - -
Secara Elektronik ©oko Daring
Pengelolaan Non E-
01 03 Pengadaan Tendering/Non E- Nilai 3.2 _ _ 29 _ _ _ N/A _ N/A
Barang dan Jasa Purchasing
Persentase
Pengelolaan Pelaksanaan
0 Layanan Pengadaan secara
01 03 2 Pengadaan Non e-Tender dan % 58.2 - - 57 - - N/A N/A - N/A
Secara Elektronik Non e-Purchasing di
banding RUP
Nilai Indeks Tata
el Kelola Pengadaan
01 03 Pengadaan K E Nilai 4.3 4 N/A N/A
Barang dan Jasa omponen £~ - > > _ ~ ~
Kontrak
0 E:;sil:lllaan Persentase Kontrak
o
01 03 2 Pengadasn Sé?ntgt:empload pada % 81.2 ~ ~ 80 ~ _ N/A N/A ~ N/A
Secara Elektronik ste
Pengelolaan Kualifikasi Dan
01 03 Pengadaan Kompetensi SDM Nilai 24.4 _ _ 21.2 _ _ _ N/A _ N/A
Barang dan Jasa PBJ
o | bembinaan dan Jumlah SDM PBJ
01 03 yang terkualifikasi Orang 65 54 N/A N/A N/A
3 Pengadaan . - - - - -
dan berkompetensi
Barang dan Jasa
Pengelolaan Persentase Rumusan
Kebijakan lingkup 9 o
ol | @8 LcnEada Pengadaan Barang e 1eo 5,212,714,719 5,771,666,999 ey 5,176,073,257 529,947,149 - @2 6,301,614,148 B2
Barang dan Jasa a
an Jasa
Pengelolaan Jumlah Dokumen
0 Hasil Pengelolaan Dokume o
o1 | 08 1 | Pengadaan Pengadasn Barang n 1 912,256,492 851,901,862 1 931,604,612 150,018,006 5 16.10% 1,001,919,868 1.10
Barang dan Jasa
dan Jasa
Pengelolaan Jumlah Dokumen
0 Layanan Hasil Layanan Dokume o,
o1 | 03 2 | Pengadaan Pengadaan Secara n 4 1,141,761,769 1,547,002,926 4 1,329,850,888 208,840,469 - 15.70% 1,755,843,395 1.54

Secara Elektronik

Elektronik
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Pembinaan dan

Jumlah Orang yang
Mengikuti

0 | Advokasi .
o1 | 08 3 | Pengadaan Pembinaan dan Orang 110 3,158,696,458 110 3,372,762,211 110 2,914,608,757 171,088,674 587% | 110 3,543,850,885 112
Barang dan Jasa gdvokasl Pengadaan
arang dan Jasa
Pelaksanaan
Koordinasi,
g“:iia:all‘] Pers'gntase Rumusan . )
ol e Kebijakan serta e e L e 561,191,209 861,034,758 L0 674,992,852 119,641,476 Wit || - 981,576,234 L
Pemantauan umber Daya Alam
Sumber Daya
Alam
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Koordinasi Sinkronisasi, dan
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Evaluasi Urusan Pertanian,
0 Kebijakan Pangan, Kehutanan, Dokume
01 03 1 Pertinian Kelagutan dan n 1 376,253,060 1 550,390,604 1 440,728,193 51,751,884 11.74% 1 602,142,488 1.60
Kehutanan Perikanan,
Kelautan dan Perdagangan,
Perikanan Perindustrian,
KUKM, Penanaman
Modal, Tenaga Kerja
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Koordinasi Sinkronisasi, dan
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Evaluasi Urusan
o1 | 03 0| Kebijakan Pertambangan dan Dokume 1 1 1 27.73% 2.01
2 n 112,146,987 187,503,834 136,625,184 37,884,067 1 225,387,901
Pertambangan Sumber Daya
dan Lingkungan Mineral, Lingkungan
Hidup Hidup, Kominfo,
Perhubungan,
Statistik, Persandian
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Koordinasi Evaluasi Kebijakan
0 Sinkronisasi dan Urusan Energi dan Dokume
o1 | 03 3 | Evaluasi Air, Pekerjaan n 1 72,791,163 1 124,040,320 1 97,639,475 30,005,525 30.78% | 154,045,845 2.12

Kebijakan Energi
dan Air

Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman,
Pertanahan
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Berdasarkan tabel 2.2 tersebut dapat diketahui bahwa:

1.
2.

Realisasi Anggaran sebesar 19.02% dengan predikat sangat rendah
Rata-Rata Tingkat Capaian Anggaran sebesar 16.07% dengan

predikat sangat rendah

. Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Program (Outcome/Indikator

Program) sebesar 0% dengan predikat sangat rendah

. Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Output/ Keluaran

Kegiatan) sebesar 13.24% dengan predikat sangat rendah

Berdasarkan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah

triwulan [ Tahun 2025 dapat dianalisa bahwa perencanaan program

dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor belum mencapai

target. Berikut keterangan pada masing-masing program:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dengan anggaran sebesar Rp128,142,303,113,- terealisasi sebesar
Rp22,771,270,850,- atau sebesar 17,77%, dan capaian fisik sebesar

0% dengan rincian capaian per kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp618,047,982,-
terealisasi sebesar Rp121,186,014,- atau sebesar 19,61% dengan

kinerja fisik sebesar 11.11%.

. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran

sebesar Rp58,325,886,303,- terealisasi sebesar Rp12,168,922,438,-
atau sebesar 28.57% dengan kinerja fisik sebesar 20,86%.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
dengan anggaran sebesar Rp58,325,886,303,- terealisasi sebesar

RpO,- atau sebesar 0% dengan kinerja fisik sebesar 0%.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran
sebesar Rp2,775,198,319,- terealisasi sebesar Rpl1,471,011,001,-

atau sebesar 53.01% dengan kinerja fisik sebesar 60%.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran untuk
jasa pelayanan adm. Umum sebesar Rp 15,527,087,259,- terealisasi
sebesar Rp2,773,959,371,- atau sebesar 17.87% dengan kinerja fisik
sebesar 9.64% dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan
anggaran sebesar Rp2,558,140,510,- terealisasi sebesar

Rp191,598,873,- atau 7.49% dengan kinerja fisik sebesar 16.67%
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Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan anggaran sebesar Rp4,556,319,780,- terealisasi

sebesar Rp0,- atau sebesar 0% dengan kinerja fisik sebesar 0%

. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan anggaran sebesar Rpl13,299,409,301,- terealisasi sebesar
Rp2,084,482,567,- atau sebesar 15,67% dengan kinerja fisik sebesar
55%

. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan anggaran sebesar Rp4,556,319,780,- terealisasi

sebesar Rp0,- atau sebesar 0% dengan kinerja fisik sebesar 0%

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp6,761,121,851,-
terealisasi sebesar Rp131,427,730,- atau sebesar 1.94% dengan

kinerja fisik sebesar 4%

Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp9,379,202,050,- terealisasi
sebesar Rp1,889,264,662,- atau sebesar 30,67% dengan kinerja fisik
sebesar 14.42%

. Kegiatan Penataan Organisasi dengan anggaran sebesar
Rp1,331,985,409- terealisasi sebesar Rp12,958,778,- atau sebesar
4.04% dengan kinerja fisik sebesar 0%

Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4,- terealisasi sebesar RpO,-

atau sebesar 0% dengan kinerja fisik sebesar 0%

. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan
anggaran sebesar Rp7,908,943,710,- terealisasi sebesar
Rp970,824,992,- atau sebesar 12,28% dengan kinerja fisik sebesar
0%

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran
sebesar Rp36,945,731,104,- terealisasi sebesar Rp9,712,877,686,-
atau sebesar 26,29% capaian fisik sebesar 0% dengan rincian

capaian per kegiatan sebagai berikut:

. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan anggaran sebesar
Rp1,731,148,203,- terealisasi sebesar Rp Rp417,063,284,- atau

sebesar 24,57% dengan kinerja fisik sebesar 0%.

. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran Rakyat dengan

anggaran  sebesar Rp31,926,104,948,- terealisasi  sebesar
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Rp8,514,783,085,- atau sebesar 26,67% dengan kinerja fisik sebesar
0%.

. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum untuk penyusunan dan
pendokumentasian produk hukum dengan anggaran sebesar
Rp1,965,291,503,- terealisasi sebesar Rp595,226,567,- atau sebesar
30,29% dengan kinerja fisik sebesar 0,1% dan bantuan hukum
dengan anggaran sebesar Rp727,104,825,- terealisasi sebesar
Rp105,437,475,- atau sebesar 14,50% dengan kinerja fisik sebesar
0%.

. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan anggaran sebesar
Rp596,081,625,- terealisasi sebesar Rp80,367,275,- atau sebesar
13,48% dengan kinerja fisik sebesar 0%.

Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran sebesar
Rp10,585,520,163,- terealisasi sebesar Rp926,432,238,- atau
sebesar 8,75% capaian fisik sebesar 0% dengan rincian capaian per

kegiatan sebagai berikut:

. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan anggaran
sebesar Rp1,088,684,009,- terealisasi sebesar Rp67,060,117,- atau

sebesar 8,6% dengan kinerja fisik sebesar 0%.

. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan anggaran
sebesar Rp3,645,770,045,- terealisasi sebesar Rp209,783,496,- atau

sebesar 5,75% dengan kinerja fisik sebesar 0%.

. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran
sebesar Rp5,176,073,257,- terealisasi sebesar Rp529,947,149,- atau

sebesar 10,24% dengan kinerja fisik sebesar %.

. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi, Rumusan Kebijakan
serta Pemantauan Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar
Rp674,992,852,- terealisasi sebesar Rp119,641,476,- atau sebesar
17.72% dengan kinerja fisik sebesar 0%.
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3.1

BAB III

Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Rencana Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2025

APBD Murni Sekretaiat Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari 3
Program, 20 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp175,673,554,380,- dan pada Perubahan Parsial I menjadi
Rp.192,783,864,917,- atau bertambah sebesar Rp.17,110,310,537,-
guna penyesuaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
baru. Namun, Sekretaiat Daerah Kabupaten Bogor sebelumnya telah
melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun
2025 sebesar Rp35,983,324,180- dari APBD Murni Tahun 2025 sebesar
Rp175,673,554,380,- pengurangan tersebut berasal dari adjustment
yang ditetapkan oleh BPKAD.

Penyusunan anggaran perubahan Sekretaiat Daerah Kabupaten
Bogor berpedoman pada Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten
Bogor Tahun Anggaran 2025 dengan terdapat usulan penambahan sub
kegiatan “Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya” pada kegiatan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.1 berikut:
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Table 3.1

Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja "‘“““;‘;’;ﬂ“’z‘;gg““““
Target
Akhir
Periode

Renstra
2029

Indikator Program/ Kegiatan/

Program/ Kegiatan/ Sub
i Sub Kegiatan

Kegiatan

Target 2025
(volume)

Satuan Pagu Indikatif Prioritas el Keterangan
Sasaran

Target Pagu Indikatif

Lokasi (volume) (Rp)

Perubahan Perubahan

Semula

Menjadi

Renja 2025

Penjabaran
APBD 2025
(Parsial I)

Penjabaran
APBD 2025
(Parsial II)

Perubahan
Renja 2025

10

11

12

Nasional

13

Daerah

14

15

16

17

18

4

o1

SEKRETARIAT DAERAH

175,673,554,380

192,783,864,917

193,083,864,917

204,955,198,260

202,329,993,269

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

Program Penunjang Urusan

156,525,567,110

acress terhadap Pagu

4 | o1 | o1 Pemerintahan Daerah Nilai AKIP Sekretariat Dacrah Predikat BB BB BB wmvemEE || wesmsmar | oo || mamnemess || G APBD (W) ASN 77.6 Anggacan Tahun 2025
Kabupaten/Kota
- ) acress terhadap Pagu
Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Poin 11,98 11,85 11,85 (vv) ASN 11,90 Anggaran Tahun 2025
Tingkat Implementasi Sistem acress terhadap Pagu
Kena % 100 80 80 ) sl 1w Anggaran Tahun 2025
Tingkat Kematangan " Sangat Sangat - ) acress terhadap Pagu
Kelembagaan il Tinggi Tinggi Tinggi (i) = Tinggi Anggaran Tahun 2025
Persentase Ketercapaian IKU
Perangkat Daerah Minimal Baik % 100 100 100 (W) ol ew i,.“;;‘:,ﬁ‘%iiﬁ?ﬁé‘s
Lingkup Administrasi Umum
Persentase Kebijakan dan acress terhadap P:
Koordinasi Lingkup Administrasi % 100 100 100 (wv) ASN 100 P Pagul
o Anggaran Tahun 2025
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan B e, B afarri acress terhadap Pagu
Rl ) ! 9
@ CL oL g;fr‘;;s‘ EKIeHalReangeat Pelaporan dan Evaluasi Kinerja /" HED 618,047,982 419,013,318 419,032,303 419,013,318 Cibinong AEED) v ASN 533,372,731 Anggaran Tahun 2025
PD yang berkualitas
6
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan . 244,272,873 acress terhadap Pagu
4 f oo 01 Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dokumen ° 6 ° 186,869,148.00 138,606,084.00 138,625,069.00 138,606,084.00 Cibinong APBD v ASN Anggaran Tahun 2025
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan ! 61,735,765
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi . ,735, acress terhadap Pagu
oot 02 | Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Dokumen ! ! ! 91,982,900.00 59,879,500.00 59,879,500.00 59,879,500.00 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan ! 23,098,498
sl o1 | o1 03 Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen A A A Cibinong APBD . ASN 1098, acress terhadap Pagu

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

31,899,525.00

22,403,975.00

22,403,975.00

22,403,975.00

Anggaran Tahun 2025




Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan

Koordinasi dan Penyusunan DPA- Laporan Hasil Koordinasi - 36,400,202 acress terhadap Pagu
01 o1 2 04 SKPD Penyusunan Dokumen DPA- Dolcumen 1 1 1 50,044,125.00 35,305,725.00 35,305,725.00 35,305,725.00 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan 1 25,758,208
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil - 758, acress terhadap Pagu
01 01 2 05 Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dolumen 1 1 1 34,221,625.00 24,983,800.00 24,983,800.00 24,983,800.00 Cibinong APBD () ASN Anggaran Tahun 2025
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja 3
Koordinasi dan Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 89,167,052
SKPD dan Laporan Hasil - acress terhadap Pagu
01 o1 2 06 Laporan Capaian Kinerja dan Koordinasi Penyusunan Laporan Dolkumen 3 3 3 108,636,959.00 86,486,859.00 86,486,859.00 86,486,859.00 Cibinong APBD () ASN Anggaran Tahun 2025
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD inasi Pen :
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
7
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja . 42,868,336 acress terhadap Pagu
01 o1 2 07 Daerah Perangkat Daerah Dokumen 4 4 4 59,399,200.00 41,579,375.00 41,579,375.00 41,579,375.00 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Penyelenggaraan WaliData Ponyelenggasann Waliata ' 10,070,508 acress terhadap Pagu
o1 | o1 2 08 g‘;‘;‘;‘:}lj‘“ng Statistik Sektoral Pendukung Statistik Sektoral Dokumen 1 1 1 54,994,500.00 9,768,000.00 9,768,000.00 9,768,000.00 Cibinong APBD () ASN Anggaran Tahun 2025
Dacrah
100
Administrasi Keuangan o o - 60,084,717,916 acress terhadap Pagu
il ot 2 Perangkat Daerah IRttt dollbenl i % 161 Lol e 58,325,886,303 58,278,096,912 58,278,096,912 60,238,983,832 iy Q=D (i) = Anggaran Tahun 2025
Sekretariat Daerah
224
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima - 59,585,867,094 acress terhadap Pagu
01 o1 2 o1 ASN Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan S 224 224 57,794,245,484 57,794,245,484 57,794,245,484 59,755,132,404 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
dan Jumlah Dokumen 2 258,044,940
@ enata P an - 944, acress terhadap Pagu
o1 o1 2 03 Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian /Verifikasi Keuangan Dokumen 2 2 2 264,431,727 251,159,011 251,159,011 251,159,011 Cibinong APBD (W) ASN Anggaran Tahun 2025
SKPD
2
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan . 38,161,965 acress terhadap Pagu
o1 o1 2 04 Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 2 2 2 52,199,065 37,014,515 37,014,515 37,014,515 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 67,042,974
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1942, acress terhadap Pagu
01 o1 2 05 L;‘;‘ga“ Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 1 ! 1 112,459,359 65,899,393 105,178,059 65,899,393 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan T
Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ 108,438,579
o1 o1 2 07 Laporan Keuangan i iiﬂ?ﬁ::? PiEPDsS:Z: Taporan Laporan 16 16 16 Cibinon; APBD (vv) ASN acress terhadap Pagu
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Keuangan yu P P 34,719,125 105,178,059 24,600,450 105,178,059 g ¢ Anggaran Tahun 2025
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 25,363,064 acress terhadap Pagu
o1 | o1 2 08 :222:1; Prognosis Realisas 22:;;; Prognosis Realisasi Dokumen 2 2 2 67,831,543 24,600,450 65,899.303 24,600,450 Cibinong APBD () ASN s Tauon 2835
100
— i i (100) 15,442,211
or | o1 ) Administrasi Barang Milik Persentase barang milik dacrah % 100 100 100 St APBD - ASN acress terhadap Pagu
Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (100) (100) (100) 21,397,415 14,977,896 14,977,896 14,977,896 Anggaran Tahun 2025
1
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan 998,154 acress terhadap Pagu
o1 | o1 2 01 | Kebutuhan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah (RKBMD) Dokumen 1 1 1 1,383,060 965,142 968142 968,142 Cibinong APBD () ASN i Taon 2455
SKPD Sekretariat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan ! 1,012,996
- Penyusunan Laporan Barang - 1912, acress terhadap Pagu
01 o1 2 05 L:gz'g;fsm“g Milik Daerah Milik Daerah pada Sekretariat Laporan 1 1 1 2,650,680 1,855,476 1,855,476 1,855,476 Cibinong APBD () ASN Anggaran Tahun 2025
P Daerah
T
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan - 12,531,061 acress terhadap Pagu
01 01 2 06 Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah Laporan 1 1 1 17,363,675 12,154,278 12,154,278 12,154,278 Cibinong APBD () ASN Anggaran Tahun 2025
100
i K Persentase ASN yang tertangani . - 2,855,281,996 acress terhadap Pagu
il el || 2 Perangkat Daerah layanan kepegawaian tepat waktu % 19 2 1D 2,775,198,319 2,750,291,891 2,750,291,891 2,750,291,891 Ciimerag Q=D ) = Anggaran Tahun 2025
2
Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan Sarana ) - 809,096,690 acress terhadap Pagu
o1 | o1} 21 o1 Prasarana Disiplin Pegawai dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit 12 12 12 788,627,908 784,768,855 784,768,855 784,768,855 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
G
Jumlah Dokumen Pendataan dan 200,000,000
Pendataan dan Pengolahan 000, acress terhadap Pagu
o1 | o1} 21 03 Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Dokumen 6 ° ° 195,896,011 174,848,636 174,848,636 174,848,636 Cibinong APBD W) ASN Anggaran Tahun 2025

Kepegawaian




Monitoring Evaluasi dan

Jumlah Dokumen Monitoring,

289,375,306

acress terhadap Pagu

01 o1 05 Penilaian Kinerja Pegawai g:;;::‘ dan Penilaian Kinerja Dolcumen 1 ! ! 280,674,400 280,674,400 280,674,400 280,674,400 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
1
Jumlah Laporan Pelaksanaan .
Asesment Pegawai Lingkup Laporan 1 1 1 Cibinong APBD (vv) ASN
Sekretariat Dacrah
30
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan N 1,556,810,000 acress terhadap Pegu
01 o1 09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Orang 30 30 30 1,510,000,000 1,510,000,000 1,510,000,000 1,510,000,000 Cibinong APBD (vv) ASN Anggaran Tahun 2025
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
100
Ac istrasi Umum Persentase ter inya jasa o - 36,744,497,616 acress terhadap Pagu
CL oL Daerah pelayanan administrasi umum & L0 100 Lo0 15,527,087,259 35,560,954,679 35,525,130,694 36,459,288,200 Ehfierat A0 ) BRI Anggaran Tahun 2025
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen ° 469,869,434
Instalasi Listrik/Pencrangan 1869, acress terhadap Pagu
01 o1 o1 ;‘::t‘okr/‘)e“e’a"gg" Bangunan Bangunan Kantor yang Paket 6 6 6 238,813,421 455,741,449 455,741,449 455,741,449 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Disediakan
5
' Jumlah Paket Peralatan dan 17,373,431,387
Penyediaan Peralatan dan ’ 1373431, acress terhadap Pagu
01 o1 02 Perlengkapan Kantor Be‘;':ﬁ::‘f” Kantor yang Paket 15 15 15 5,387,278,663 16,851,048,872 16,824,267,848 17,096,637,593 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
7
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik . 3,530,293,186 acress terhadap Pagu
o1 o1 04 Kantor Kantor yang Disediakan Paket 4 4 4 2,974,552,674 3,424,144,700 3,415,101,740 3,741,558,500 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
) N 75
. Jumlah Paket Barang Cetakan 218,892,846
Penyediaan Barang Cetakan dan v et | - 1892, acress terhadap Pagu
01 o1 05 Penggandaan dD"‘,‘:‘egE}ff:“d"“"“ yang Paket 45 45 45 125,289,571 212,311,199 212,311,199 547,642,199 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
12
I Jumlah Laporan Bulanan . 14,852,010,763 acress terhadap Pagu
01 o1 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 12 6,500,028,030 14,405,442,059 14,405,442,058 14,405,442,059 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
1
Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Laporan Hasil Digitalisasi - 300,000,000 acress terhadap Pagu
01 o1 010 | Lada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD Laporan 1 1 1 301,124,900 212,266,400 212,266,400 212,266,400 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
100
- Persentase Administrasi 2,550,000,000
Administrasi Umum Perangkat it » 990,000, acress terhadap Pagu
il ol Daerah IRl b 161 Lol e 2,558,140,510 1,178,370,856 1,178,370,856 1,178,370,856 (Elitairy (D) () S Anggaran Tahun 2025
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2,550,000,000
Penyelenggaraan Rapat oran " - ,550,000, acress terhadap Pagu
01 o1 09 Koordinasi dan Konsultasi SKPD ’;;gas Koordinasi dan Konsultasi Laporan 12 12 12 2,558,140,510 1,178,370,856 1,178,370,856 1,178,370,856 Cibinong APBD () L Anggaran Tahun 2025
100
Pengadaan Barang Milik Daerah " 1,766,715,807
; - barang milik daerah , - 1766,715, acress terhadap Pagu
il ol o Ui X yang diadakan dengan baik % 100 £00 100 4,556,319,780 1,713,594,468 1,713,594,468 1,713,594,468 Cibinong AED (W) Sl Anggaran Tahun 2025
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 3 766715807
Perorangan Dinas atau ’ ’ 176,715, acress terhadap Pagu
o1 o1 o1 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit 3 3 3 4,556,319,780 1,713,594,468 1,713,594,468 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Kendaraan Dinas Jabatan
Disediakan
N 100
. . Persentase terpenul inya jasa 13,391,981,748
Penyediaan Jasa Penunjang ! ) ’ ,391,981, acress terhadap Pagu
CL Ol Urusan Pemerintahan Daerah g::farﬁa“g T R & e e e 13,299,409,301 12,891,888,689 12,897,888,689 12,891,888,689 Chigiaerary D) () e Anggaran Tahun 2025
2
) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - 1,900,000,000 acress terhadap Pagu
o1 o1 o1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Laporan 2 2 2 1,986,821,944 1,745,446,644 1,745,446,644 1,745,446,644 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa ¢ 4,505,926,818
Penyediaan Jasa Komunikasi Layanan Internet, Layanan - 1595,926, acress terhadap Pagu
01 o1 02 Sumber Daya Air dan Listrik Selular, Sumber Daya Air dan Laporan 4 4 4 5,117,738,056 4,457,736,972 4,457,736,972 4,457,736,972 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Listrik yang Disediakan
T
' Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1,486,273,103
Penyediaan Jasa Peralatan dan - 186,273,103 acress terhadap Pagu
01 o1 03 Perlengkapan Kantor g“ala“’“ dan Perlengkapan Laporan 1 1 1 1,735,608,677 1,441,583,999 1,441,583,999 1,441,583,999 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
antor yang Disediakan
) T
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5,409,781,827
o1 o1 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 4 4 4 Cibinong APBD W) ASN acress terhadap Pagu

Umum Kantor

Disediakan

4,459,240,624

5,247,121,074

5,253,121,074

5,247,121,074

Anggaran Tahun 2025
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Pemeliharaan Barang Milik

Persentase terpenuhinya

100

11,945,166,579

acress terhadap Pagu

o1 [ o1 Daerah Penunjang Urusan kebutuhan sarana dan prasarana % 100 100 100 P RO OEEIOEES TR T Cibinong APBD (W) ASN Apgaran Tabaon 2035
Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan 6 36,020,590
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas o 020, acress terhadap Pagu
o1 | o1 o1 Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit ° ° ° 644,370,000 713,890,000 713,890,000 713,890,000 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas 256 1179.964.035
Biaya Pemeliharaan Pajak dan Operasional atau Lapangan yang ; . 1179,964, acress terhadap Pagu
o1 | o1 02 Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak Unit 256 256 256 919,500,000 1,144,485,000 1,144,485,000 1,144,485,000 Cibinong APBD () ASN Anggaran Tahun 2025
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
5
61,860,000 ress terhada
: ; : ’ 1860, acress terhadap Pagu
01 01 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 5 5 S 90,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Cibinong APBD (vv) ASN Anggaran Tahun 2025
1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 8,727,357,919
727,357, acress terhadap Pagu
01 o1 09 S:dung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang_ unit 1 1 1 5,107,251,851 8,464,044,635 8,464,944,635 11,355,407,753 Cibinong APBD (vv) ASN Anggaran Tahun 2025
innya Dipelihara/Direhabilitasi
. L Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi 1,239,064,035
Sarana dan Prasaran Gedung PrasaranGedung Kantor dan Unit Cibinong APBD (vv) ASN acress terhadap Pagu
Kontor. den Benganan Lainnea Bangunan Lainnya yang - - - - Anggaran Tahun 2025
Dipelihara/Dirchabilitasi
Persentase Administrasi Gaji, 100
Administrasi Keuangan dan Tunjangan serta Dana Penunjang 11,216,531,726 D T T
o1 | o1 Operasional Kepala Daerah dan Operasional Kepala Daerah dan % 100 100 100 8,704,202,050 10,879,274,225 10,679,274,225 10,879,274,225 Cibinong APBD (W) ASN Anggaran Tahun 2625
Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang Tepat
Waktu
24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima B 1,630,195,524 acress terhadap Pagu
o1 | o1 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Gaji dan Tunjangan Kepala Orang/ Bulan 24 24 24 1,581,178,976 1,581,178,976 1,881,178,976 1,581,178,976 Cibinong APBD ) ASN Anganran Talm 2025
Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Jumlah Orang yang Menerima 2 9,586,336,202
i o Dana Penunjang Operasional i} . ,586,336, acress terhadap Pagu
01 o1 04 Operasional Kepala Daerah dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Orang/ Bulan 24 24 24 7,123,023,074 9,298,095,249 9,098,095,249 9,298,095,249 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Wakil Kepala Daerah opae
- . Persentase penyediaan pakaian 100
Administrasi Keuangan dan ¢ ; 619,040,300
: dinas dan atribut kelengkapan , L 1940, acress terhadap Pagu
i ot e kepala daerah dan wakil kepala % 161 e e 435,000,000 601,300,000 601,300,000 601,300,000 (Ellitay LEED) ) sl Anggaran Tahun 2025
Wakil Kepala Daerah
daerah yang terpenuhi
Administrasi Keuangan dan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan 100 610,940,300
; Atribut Kelengkapan Kepala L 1940, acress terhadap Pagu
01 o1 L 3}“‘“‘“‘“] Kepala Daerah dan Daerah dan Wakil Kepala Daerah Paket 12 100 100 435,000,000 601,300,000 601,300,000 601,300,000 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
akil Kepala Daerah  dan
yang Disediakan
100
Administrasi Keuangan dan Persentase Layanan Medical . - 247,440,000 D T T
o1 | o1 Operasional Kepala Dacrah dan Check Up Kepala Dacrah yang % 100 100 100 ANETRGED ANETRGED PEERGTE GG Cibinong APBD (W) ASN Aggaran Tabam 2035
Wakil Kepala Daerah Dilakukan
2
Pelaksanaan Medical Check Up Jumlah Orang yang Mengikuti - 247,440,000 acress terhadap Pagu
o1 | o1 03 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Medical Check Up Kepala Dacrah Orang 2 2 2 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000 Cibinong APBD W) ASN ggaran Taban 2035
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100
S Persentase Layanan 5,494,060,164
Fasilitasi Kerumahtanggaan . o 1494,069, acress terhadap Pagu
o1 01 e Kerumahtanggan Sekretariat % 100 100 100 5,079,563,224 5,255,552,066 o o 7 T Cibinong APBD (vv) ASN Anggaran Tahun 2025
Daerah yang Terpenuhi
12
' Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 2,450,387,301
Penyediaan Kebutuhan Rumah ; 1450,387, acress terhadap Pagu
o1 o1 o1 Tangga Kepala Daerah ;:fi:g:alg Daerah yang Paket 12 12 12 2,376,735,449 2,376,709,312 2,376,709,312 2,376,709,312 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
2
! Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 2,001,037,962
Penyediaan Kebutuhan Rumah 1001,937, acress terhadap Pagu
01 o1 02 Tangga Wakil Kepala Daerah ;::gggi;}gjl‘:(:"a'a Daerah paket 12 12 12 1,941,770,140 1,941,743,901 1,941,743,901 1,941,743,901 Cibinong APBD W) ASN Anggaran Tahun 2025
2
' Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 1,041,743,901
Penyediaan Kebutuhan Rumah c : ,041,743, acress terhadap Pagu
o1 | o1 03 Tangga Sekretariat Daerah Ba‘:fi:f:;“e‘a"‘a‘ Daerah yang Paket 12 12 12 761,057,635 937,098,853 937,098,853 937,098,853 Cibinong APBD W) ASN Anggaran Tahun 2025
75
Kategori Penerapan Sistem Kerja B
o1 | o1 Penataan Organisasi Berdasarkan SE Menpan No 15 Kategori 6.5 4 4 Cibinong APBD (W) ASN
Tahun 2023 - - - -
1
Pengelolaan Kelembagaan dan Jumlah rancangan -
o1 | o1 01 g & Perbup/Kepbup/SE Dokumen 1 1 1 Cibinong APBD W) ASN

Analisis Jabatan

Implementasi Sistem Kerja 2025
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Laporan Hasil FGD/Sharing
Session

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

Telaahan Staff sebagai bahan
perumusan kebijakan Sistem
Kerja Tahun 2026

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

01

01

2.1

Penataan Organisasi

Persentase kematangan
kelembagaan PD pada level
sangat tinggi

35

Cibinong

APBD

(vv)

45

Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti Sosialisasi dan
asistensi/konseling kelembagaan

Perangkat
Daerah

Cibinong

APBD

(vv)

76

Laporan Hasil Evaluasi
Kematangan Kelembagaan
kepada PPK dan kepada
Kemendagri

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

01

01

2.1

Penataan Organisasi

Persentase Dokumen Rumusan
Kebijakan lingkup organisasi

100

100

425,000,000

258,212,700

204,212,700

258,212,700

Cibinong

APBD

(vv)

100

266,217,294

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

01

2.1

01

Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Pengelolaan
Kelembagaan dan Analisis
Jabatan (Jumlah Rumusan
Kebjakan Kelembagaan berua
Kepbup/Perbup

Dokumen

425,000,000

258,212,700

204,212,700

258,212,700

Cibinong

APBD

(vv)

266,217,294

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

Jumlah Dokumen Kajian dan
Naskah Akademik Kelembagaan
yang tersusun

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

01

01

2.1

Penataan Organisasi

Persentase pelaksanaan
koordinasi bidang Kepegawaian
dan Sumber Daya Manusia

100

100

Cibinong

APBD

(vv)

100

01

01

2.1

01

Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Jumlah fasilitasi kepegawaian
yang terpenuhi sesuai kebutuhan
manajemen SDM

Kegiatan

Cibinong

APBD

(wv)

Jumlah Kebutuhan/Formasi JF
yang tersusun sesuai pedoman
perhitungan kebutuhan JF

Jenis JF

Cibinong

APBD

(vv)

Jumlah Kebutuhan JF yang
diusulkan penetapannya ke
Kementerian PAN dan RB

Jenis JF

Cibinong

APBD

(vv)

Jumlah dokumen laporan
pengembangan sistem informasi
jabatan yang terintegrasi

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

o1

01

2.1

Penataan Organisasi

Persentase koordinasi, fasilitasi
serta sosialisasi tata laksana

100

100

100

189,503,650

107,167,775

107,167,775

107,167,775

Cibinong

APBD

(vv)

100

110,489,976

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

01

2.1

02

Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana

Jumlah kebijakan berupa
Kepbup dan SE terkait
pengaturan tata laksana secara
efektif dan efisien.

Dokumen

Cibinong

APBD

(wv)

ASN

Rancangan Kepbup Peta Bisnis
Proses sesuai RPJMD Kabupaten
Bogor 2025-2029

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

Jumlah pelaksanaan sosialisasi
Tata Laksana

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana

Laporan

189,503,650

107,167,775

107,167,775

107,167,775

Cibinong

APBD

(vv)

110,489,976

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025
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Jumlah SOP yang difasilitasi
penyusunannya

Jenis SOP

Cibinong

APBD

(vv)

Jumlah SOP PD yang dievaluasi

PD

Cibinong

APBD

(vv)

76

Rumusan Kebijakan Fleksibilitas
rja

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

o1

01

2.1

Penataan Organisasi

Tingkat Capaian RB Perangkat
Daerah minimal Baik

7916%

19.44

19.44

207,871,975

117,892,600

117,892,600

117,892,600

Cibinong

APBD

(vv)

ASN

27.78

121,547,271

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

01

2.1

Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Peningkatan
Kinerja dan Reformasi Birokrasi
(Jumlah Kepbup Renaksi RB)

Dokumen

207,871,975

117,892,600

117,892,600

117,892,600

Cibinong

APBD

(vv)

121,547,271

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

Jumah Capaian Monev
Implementasi Renaksi RB yang
terkoordinasi dan terinput dalam
Portal RB Menpan

Kegiatan

Cibinong

APBD

(vv)

Jumlah pelaksanaan Roadshow
RB

Perangkat
Daerah

Cibinong

APBD

(vv)

ASN

Jumlah Sosialisasi/FGD Mindset
Reform Level Pimpinan JPT dan
Administrator

Kegiatan

Cibinong

APBD

(wv)

Jumlah Koordinasi dan
Konsultasi tema keorganisasian
melalui "Warung Nasi

Kegiatan

Cibinong

APBD

(vv)

Jumlah Sosialisasi/Fasilitasi PD
dan Evaluator dalam penilaian
RB PD (sosialisasi ke PD 1, pleno
kab 2, pleno prop 2)

Kegiatan

Cibinong

APBD

(wv)

Dokumen Laporan Sementara
dan Keputusan Final Hasil
evaluasi RB PD

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

Cibinong

APBD

(vv)

01

01

2.1

Penataan Organisasi

Persentase Koordinasi, fasilitasi
serta sosialisasi pelayanan publik

100

100

213,172,075

127,496,150

127,496,150

127,496,150

Cibinong

APBD

(vv)

27.78

131,448,531

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

01

2.1

04

Monitoring Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata Laksana

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan Publik dan
Tata Laksana (PEKPP, KPP dan
IKM semester 1 dan 2/tahunan))

Dokumen

213,172,075

127,496,150

127,496,150

127,496,150

Cibinong

APBD

(vv)

131,448,531

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

Jumlah pelaksanaan bimbingan
teknis ZI bagi TPI dan PD Target

Kegiatan

Cibinong

APBD

(vv)

Jumlah dokumen laporan
pembangunan Zona Integritas

Dokumen

Cibinong

APBD

(wv)

ASN

Jumlah pelaksanaan sosialisasi
Yanlik

Kegiatan

Cibinong

APBD

(vv)

01

01

2.1

Penataan Organisasi

Persentase dokumen peningkatan
Kinerja dan implementasi RB
yang terselenggara

100

100

296,437,709

210,885,659

300,885,659

210,885,659

Cibinong

APBD

(vv)

100

217,423,114

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

01

2.1

05

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah

Jumlah Dokumen Perjanjian
Kinerja Kepala daerah, Kepala
Perangkat Daerah dan Camat

Dokumen

146

146

Cibinong

APBD

(vv)

146

38



Jumlah Dokumen IKU Daerah
dan IKU Perangkat Daerah

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

73

Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah

Dokumen

206,437,709

Cibinong

APBD

(vv)

217,423,114

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

Jumlah pelaksanaan
Sosialisasi/Bintek Akuntabilitas
Kinerja kepada PD

Kegiatan

Cibinong

APBD

(vv)

Jumlah pedoman penyusunan
LKjIP Perangkat Daerah

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

Dokumen laporan pengembangan
aplikasi e SAKIP sesuai
kebutuhan

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

Jumlah pemenuhan data e SAKIP
Terintegrasi (perencanaan,
persiapan penilaian dan
perubahan)

Kegiatan

Cibinong

APBD

(vv)

01

01

2.1

Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Persentase Layanan Keprotokolan
dan Komunikasi Pimpinan yang
Terpenuhi

100

100

100

7,908,943,710

7,539,296,785

7,533,101,785

7,690,996,785

Cibinong

APBD

(vv)

ASN

100

8,213,283,042

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

01

2.1

01

i Keprotokolan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Keprotokolan

Laporan

5,964,703,835

5,612,459,906

5,536,248,156

5,646,359,906

Cibinong

APBD

(wv)

5,786,446,163

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

01

2.1

02

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Komunikasi Pimpinan

Laporan

399,831,875

307,202,795

335,052,795

341,102,795

Cibinong

APBD

(vv)

607,202,795

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

01

2.1

03

Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

Jumlah Laporan
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

Laporan

1,544,408,000

1,619,634,084

1,661,800,834

1,703,534,084

Cibinong

APBD

(wv)

1,819,634,084

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Akun Media Sosial dan Media
Online

Laporan

Cibinong

APBD

(vv)

01

02

Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Indeks Reformasi Hukum

Predikat

36,945,731,104

34,580,781,028

35,080,781,028

39,901,450,162

Cibinong

APBD

(vv)

35,828,988,148

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

Persentase Ketercapaian IKU
Perangkat Daerah Minimal Baik
Lingkup Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

(vv)

100

Persentase Kebijakan dan
Koordinasi Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

%

100

100

100

(vv)

100

01

02

strasi Tata Pemerintahan

Rata-rata Penerapan SPM
Kabupaten Bogor

98,50

98,50

98,50

453,284,270

294,761,454

294,761,454

427,461,704

Cibinong

APBD

(vv)

98,50

303,899,059

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

02

01

Penataan Administrasi
Pemerintahan

Jumlah Fasilitasi dan

SPM
Kabupaten Bogor

453,284,270

294,761,454

294,761,454

427,461,704

Cibinong

APBD

(vv)

303,899,059

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

02

Administrasi Tata Pemerintahan

Persentase Rumusan Kebijakan
lingkup Tata Pemerintahan

100

100

1,277,863,933

783,722,776

783,722,776

797,222,776

Cibinong

APBD

(vv)

100

808,018,182

acress terhadap Pagu
Anggaran Tahun 2025

01

02

01

Penataan Administrasi
Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil Penataan
Administrasi Pemerintahan

Dokumen

Cibinong

APBD

(vv)

01

02

02

Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan

Dokumen

Cibinong

APBD

(wv)
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Jumlah Kunjungan Kepala

30

P Kunjungan 30 30 30 . . . . Cibinong APBD W) ASN
2
Jumlah Laporan Pelaksanaan 451,237,927
! aks o 237, acress terhadap Pagu
Koordinasi dan Monitoring Dokumen 12 12 12 741,123,300 437,670,152 437,670,152 437,670,152 Cibinong APBD (vv) ASN Anggaran Tahun 2025
Bantuan Infrastruktur Kelurahan
3
- ) Jumlah Dokumen Hasil 356,780,255
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi ol . 780, acress terhadap Pagu
o1 | 02 03 Daerah gzse‘r‘:“‘ Pelaksanaan Otonomi Dokumen 3 3 3 536,740,624 346,052,624 346,052,624 359,552,624 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
1
Jumlah Dokumen Hasil Kajian Dokumen 1 1 1 Cibinong APBD (vv) ASN :
Kapasitas Daerah - - - -
1
Jumlah Dokumen Laporan B
Penyelenggaraan Pemerintahan Dokumen 1 1 1 Cibinong APBD (vv) ASN
Daerah (LPPD) - - - -
100
Pelaksanaan Kebijakan Persentase Rumusan Kebijakan . - 32,400,873,516 acress terhadap Pagu
CL g2 Kesejahteran Rakyat lingkup Kesejahteraan Rakyat & e e 00 31,926,104,948 31,426,647,445 31,926,647,445 36,444,747,445 Eigiamrary D ) e Anggaran Tahun 2025
5
Fasilitasi Pengelolaan Bina Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi . 10,659,302,146 acress terhadap Pagu
o1 02 o1 Mental Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen S 5 5 11,576,825,636 10,338,799,366 10,538,799,366 10,804,399,366 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Jumlah Dokumen Hasil N 17.841,914.805
anaan Kebljakan, B h Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian . 1841,914,805 acress terhadap Pagu
01 02 02 i"“ Capaian Kinerja Terkait Kinerja Terkait Kesejahteraan Dokumen 6 4 4 17,519,268,193 17,305,445,980 17,305,445,980 18,305,445,980 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
esejahteraan Sosial e
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil s 3,899,656,564
an Kebija : Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian L 899,656, acress terhadap Pagu
01 02 03 ;a" Capaian Kinerja terkait Kinerja Terkait Kesejahteraan Dokumen S 2 2 2,830,011,119 3,782,402,099 4,082,402,099 7,334,902,099 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
esejahteraan Masyarakat
Masyarakat
7
Jumlah Pengkoordinasian B
Lingkup Kesejahteraan Dokumen 4 1 1 . . . . Cibinong APBD W) ASN
Masyarakat
3
Jumlah Kegiatan Lingkup - -
Keorjahterean Masyeraleat Dokumen 3 3 3 . . . . Cibinong APBD W) ASN
100
e TR Persentase Rumusan Kebijakan -
o1 | o2 ; y Penyelenggaraan Hibah % 100 100 100 Cibinong APBD (W) ASN
Kesejahteran Rakyat - - - -
Keagamaan
160
- Laporan Penyelenggaraan Hibah .
o1 | o2 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Sarana dan Prasarana Laporan 160 181 181 Cibinong APBD W) ASN
Mental Spiritual - - - -
Keagamaan
8
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Laporan Penyelenggaraan Hibah -
o1 02 02 dan Capaian Kinerja Terkait P yelengg Laporan 8 10 10 Cibinong APBD (wv) ASN
) Lembaga Keagamaan - - - -
Kesejahteraan Sosial
225
01 02 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum ;rl‘"g'ka‘ Bl do Poin >22.5 >22.5 >22.5 Cibinong APBD (vv) ASN :
armonisasi Regulasi = - - -
15
o1 0 o1 Fasilitasi Penyusunan Produk Jumlah Produk Hukum Daerah Dokumen 5 is 5 Gibinong APED . ASN -
Hukum Daerah Yang Di Harmonisasi - - - -
Kompetensi Aparatur Sipil Negara 225
01 02 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sl R ey IRt Poin >22.5 >22.5 >22.5 Cibinong APBD (vv) ASN
Perundang-undangan Pusat yang - - 5 -
Berkualitas
Jumlah Asn Yang Mendapat 7
Fasilitasi Penyusunan Produk Peningkatan Kompetensi . -
01 02 01 Hukum Daerah Dibidang Perancangan Peraturan Orang 12 2 2 - - - - Cibinong APBD ) ASN
Perundang-Undangan
Kualitas Re-Regulasi atau >27
o1 02 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Deregulasi Berbagal Peraturan Poin >27 >27 >27 Cibinong APBD (w) ASN

Perundang-undangan
Berdasarkan Hasil Reviu
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Jumlah Laporan pelaksanaan di 2
I Reregulasi dan Deregulasi E
o1 | o2 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Sebagai Tindak Lanjut dari Dokumen 2 2 2 Cibinong APBD W) ASN
Hukum Daerah ) ! - - - -
Analisis dan Evaluasi Produk
Hukum Daerah
>18
o1 | o2 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemiizan BelE e Rt Poin >18 >18 >18 Cibinong APBD W) ASN )
Perundang-undangan . . . 2
1
Pendokumentasian Produk e Teimmegras Seous Denan -
01 02 03 Hukum dan Pengelolaan grasi & Dokumen 1 1 1 Cibinong APBD (wv) ASN
Standar Pengelolaan Dokumen - - - .
Informasi Hukum c
Dan Informasi Hukum
Persentase Produk Hukum 100 1322707431
I . Daerah yang Ditetapkan sesuai , - 1322,707, acress terhadap Pagu
C o2 Fasilitasi\dan Koordinast Hukum Program Pembentukan Peraturan & ey ey ey 1,965,291,503 1,282,936,403 1,282,936,403 1,439,305,287 Cibinong A ) AN Anggaran Tahun 2025
Bupati Peraturan Dacrah
395
o1 02 o1 Fasilitasi Penyusunan Produk Jumlah Produk Hukum Daerah Dokumen 305 305 305 Cibinon, APBD ) ASN 873,687,426 acress terhadap Pagu
Hukum Daeral yang Disusun 395 39 395 1,315,966,234 847,417,484 847,417,484 847,417,484 g Anggaran Tahun 2025
395
Pendokumentasian Produk Jumlah Produk Hukum dan 449,020,005 acress terhadap Pagu
o1 02 03 Hukum dan Pengelolaan Pengelolaan Informasi Hukum Dokumen 395 395 395 649,325,269 435,518,919 435,518,919 591,857,803 Cibinong APBD (W) ASN Ao Tatm 22t
Informasi Hukum yang Didokumentasi
100
. - Persentase Perkara yang . . 678,541,673 acress terhadap Pagu
o1 g2 it dlam Gt Ditangani & e e e 727,104,825 506,396,325 506,396,325 506,396,325 sty SEED) () e Anggaran Tahun 2025
o 35
Jumlah Kasus yang 678,541,673
- 8 - 541, acress terhadap Pagu
o1 | o2 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum Mendspatican Fasiltsi Bantuan Kasus 35 35 35 727,104,825 506,396,325 506,396,325 506,396,325 Cibinong | APBD () ASN i Tain 245
20
Jumlah Penyuluhan Hulum Penyuluhan 20 20 20 Cibinong APBD W) ASN )
Terpadu - - - -
T
Jumlah Penyuluhan Hulum Penyuluhan 1 1 1 Cibinong APBD ) ASN )
Aparatur - - - -
100
— . Persentase Ketercapaian Target . - -
o1 | o2 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum B % 100 100 100 . . ) . Cibinong | APBD (w) ASN
3
o1 | o2 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Penyampaian Bukti Dukung Bukti Dukung 3 3 3 Cibinong APBD W) ASN )
Pemenuhan Rencana Aksi - - - -
Persentase Implementasi 80 314.948.288
- Kerjasama sesuai dengan , - 1948, acress terhadap Pagu
il 2 neefitiizest e S Dl S e e S %) & & 0 506,081,625 286,316,625 286,316,625 286,316,625 (Eiamrs A (1) ol Anggaran Tahun 2025
disepakati
110
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi - 187,657,305 acress terhadap Pagu
o1 02 o1 Negeri Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 110 110 110 213,362,550 170,597,550 170,597,550 170,597,550 Cibinong APBD (W) ASN Anggaran Tahun 2025
12
. . Jumlah Laporan Hasil Evaluasi . 72,296,483 acress terhadap Pagu
01 02 02 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Pelaksanaan Kerja Sama Laporan 12 12 12 82,719,075 65,724,075 65,724,075 65,724,075 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
1
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 54,994,500 acress terhadap Pagu
01 02 03 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Kerja Sama Luar Negeri Dokumen 1 ! 1 300,000,000 49,995,000 49,995,000 49,995,000 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
80
Program Perekonomian dan . - 9,975,438,010 acress terhadap Pagu
CL &) Pembangunan fimalets Wiz (et Fzflzen o & ® ) 10,585,520,163 9,675,497,585 9,675,497,585 10,624,778,235 Gibitamay D) (%) e Anggaran Tahun 2025
Persentase Ketercapaian IKU 100
Perangkat Daerah Minimal Baik Y
Lingkup Perekonomian dan % 100 100 100 ) ASN
Pembangunan
100
Persentase Kebijakan dan
Koordinasi Lingkup % 100 100 100 () ASN

Perekonomian dan Pembangunan
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Pelaksanaan Kebijakan

Persentase pelaksanaan

100

1,813,517,865

acress terhadap Pagu

, -
il 03 Perelionomian Koordinasi bidang perekonomian %) L00 e 1D 642,115,750 1,758,989,200 1,758,989,200 1,758,989,200 e Q=D (i) = Anggaran Tahun 2025
Koordinasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil !
Monitoring dan Evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi, ) 1,813,517,865 acress terhadap Pagu
o1 03 o1 Kebijakan Pengelolaan BUMD Monitoring dan Evaluasi Dokumen 1 1 1 642,115,750 1,758,989,200 1,758,989,200 1,758,989,200 Cibinong APBD (W) ASN Anggaran Tahun 2025
B Kebijakan Pengelolaan BUMD
lan BLUD
dan BLUD
100
Pelaksanaan Kebijakan Persentase Rumusan Kebijakan , : =
CL &) Perekonomian Terhadap Pembinaan BUMD & L0 100 Lo0 255,112,450 167,848,300 167,848,300 167,848,300 Ehfierat A0 ) BRI
1
Pengendalian dan Distribusi Jumlah Laporan Hasil -
o1 03 02 e Pengendalian dan Distribusi Laporan 1 1 1 255,112,450 167,848,300 167,848,300 167,848,300 Cibinong APBD (W) ASN
Perekonomian
100
o1 03 Pelaksanaan Kebijakan Persentase Rumusan Kebijakan @ 100 100 100 Cibinon ED ) ASN 144,114,736 acress terhadap Pagu
Perekonomian lingkup perekonomian o 191,455,809 139,781,509 139,781,509 139,781,509 g Anggaran Tahun 2025
lah Dok 1 !
Jumlah Dokumen Hasil 144,114,736
Perencanaan dan Pengawasan - )14, acress terhadap Pagu
o1 03 03 Ekonomi Mikro kecil Perencanaan dan Pengawasan Laporan 1 1 1 191,455,809 139,781,509 139,781,509 139,781,509 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Ekonomi Mikro Kecil
Tersedianya data perencanaan, 100
P an evaluasi , - g
o1 | o3 taran e ot % 100 100 100 . . ) . Cibinong APBD () ASN
waktu dan akurat
2
Fasilitasi Penyusunan Program Jumlah Laporan Data -
o1 | o3 o1 yu 8 Perencanaan, Penganggaran dan Laporan 12 12 12 Cibinong APBD (w) ASN
Pembangunan o - - - -
valuasi Kegiatan
- 100
) ) Persentase Dokumen Rumusan .734.587.405
Pelaksanaan Administrasi ; usan , - 734,587, acress terhadap Pagu
il @] Pembangunan E::Lﬁ:::ﬁk“p bl % 161 Lol 1D 3,645,770,045 2,652,364,117 2,652,364,117 3,357,638,767 iy D) ) = Anggaran Tahun 2025
lah Dok 1 Fasil 3
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1,395,992,267
Fasilitasi Penyusunan Program - ;395,992 acress terhadap Pagu
01 03 o1 Pembangunan Penyusunan Program Dokumen 3 3 3 1,854,153,918 1,354,017,718 1,354,017,718 1,354,017,718 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Pembangunan Daerah
1 1 2
) , Jumlah Laporan Hasi 487,996,750
Pengendalian dan Evaluasi ! ) - 1996, acress terhadap Pagu
01 LS 02 Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Laporan 2 2 2 564,817,293 473,323,715 473,323,715 473,323,715 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
Program Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil 3 850,598,387
Pengelolaan Evaluasi dan - 598, acress terhadap Pagu
o1 03 03 Pelaporan Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan Laporan 3 3 3 1,226,798,834 825,022,684 825,022,684 1,530,297,334 Cibinong APBD (W) ASN Anggaran Tahun 2025
Pembangunan
Pembangunan
40
01 03 gz:gj;f:a" IR [T Tingkat Kematangan UKPBJ Nilai 40 40 40 . . B B Cibinong APBD (vv) ASN B
9
Pengelolaan Pengadaan B Variabel Penilaian Tingkat .
01 03 01 dz:gj’a“ :a“ cengadaan barang Kematangan UKPBJ yang Variabel 9 9 9 Cibinong APBD (vv) ASN
s terpenuhi - - - -
87
o || Pengelolaan Pengadaan Barang Persentase Penggunaan PDN % — - - S APED - - g
dan Jasa Dalam PBJ . - . .
2
o1 | os o Pengelolaan Pengadaan Barang Jumlah Sosialisasi aturan Surat Edaran R R R Cibinong APBD ) ASN -
dan Jasa Pengaturan PDN - - - -
82
o1 | o3 Pengelolaan Pengadaan Barang Nilai Indeks Tata Kelola - s o1 o S APBD - ASN g

dan Jasa

Pengadaan Komponen Sirup

42



Pengelolaan Layanan Pengadaan

Persentase Rencana Umum

82

) -
o1 | 03 02 Secara Elektronik Pengadaan yang diumumkan % 822 81 81 - - - - Cibinong APBD ) ASN
@7
Pengelolaan Pengadaan Barany Nilai Indeks Tata Kelola -
01 03 & & g Pengadaan Komponen E- Nilai 4.95 4.7 4.7 Cibinong APBD (wv) ASN
dan Jasa ! - - - E
Tendering
93
Layanan , - -
01| o3 02 Secara Elektronik Pengadaan secara Tender % 93.2 92 92 - - - - Cibinong APBD () ASN
2
Pengelolaan Pengadaan Barang Nilai Indeks Tata Kelola ' : =
CL 03 dan Jasa Pengadaan Komponen E-Katalog RAEA 2 2 2 - - - - Sibluens] SZER () ash]
30
01 03 02 Layana Persentase T % 50.15 30 30 Cibinong APBD (vv) ASN :
N Secara Elektronik Pengadaan secara e-Katalog R h b - - - -
T
P Nilai Indeks Tata Kelola -
01 03 5 2 8 Pengadaan Komponen Toko Nilai 1 1 1 Cibinong APBD (vv) ASN
dan Jasa e = = . =
aring
1
Pengelolaan Layanan Pengadaan Jumlah Pelaksanaan Pengadaan ; -
o1 03 02 Seonra Bloktromik pada Toko Daring Paket 1 1 1 . . R R Cibinong APBD (wv) ASN
3
@il o Pengelolaan Pengadaan Barang Non E-Tendering/Non E- il a9 59 59 Tt D ) S -
dan Jasa Purchasing - - - E
Persentase Pelaksanaan 58
o1 03 02 Layanan P secara Non e-Tender % 58.2 57 57 Cibinon; APBD ) ASN )
Secara Elektronik dan Non e-Purchasing di banding e - E E - - e
RUP
71
Pengelolaan Pengadaan Barang Nilai Indeks Tata Kelola ) - -
01 | 03 dan Jasa Pengadaan Komponen E-Kontrak Nilai +3 4 4 E E - E Cibinong APBD () ASN
81
Pengelolaan Layanan Pengadaan Persentase Kontrak yang N - -
o1 | 03 02 Secara Elektronik Terupload pada Sistem % 812 80 80 - - - - Cibinong APBD ) ASN
224
a |l e Pengelolaan Pengadaan Barang Kualifkasi Dan Kompetensi SDM - e " . ) ) ) ) Cibinong ED P o -
54
Pembinaan dan Advokasi Jumlah SDM PBJ yang - -
o1 | 03 03 Pengadaan Barang dan Jasa terkualifikasi dan berkompetensi Orang 05 54 54 - - - - Cibinong APBD ) ASN
100
Persentase Rumusan Kebijakan 4,613,486,049
Pengelolaan Pengadaan Barang ” , ’ /613,486, acress terhadap Pagu
CL &) dan Jasa lj:sg:up el v Gl & L0 100 Lo0 5,176,073,257 4,474,769,107 4,474,769,107 4,474,769,107 Ehfierat A0 ) BRI Anggaran Tahun 2025
1
Jumlah Dokumen Hasil 807,388,020
Pengelolaan Pengadaan Barang ’ 388, acress terhadap Pagu
01 03 01 dan Jasa g::gjg:a" Pengadaan Barang Dokumen 1 ! 1 931,604,612 783,111,562 783,111,562 783,111,562 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
4
Pengelolaan Layanan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Layanan . 1,010,510,512 acress terhadap Pagu
01 | 03 02 Secara Elektronik Pengadaan Secara Elektronik Dokumen 4 4 4 1,329,859,888 980,126,588 980,126,588 980,126,588 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
} . 110
) Jumlah Orang yang Mengikuti 2,795,588,417
Pembinaan dan Advokasi " ; - 1795,588, acress terhadap Pagu
01 03 03 Pengadaan Barang dan Jasa gemb"‘aa“ dan Advokasi Orang 110 110 110 2,914,608,757 2,711,530,957 2,711,530,957 2,711,530,957 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahun 2025
engadaan Barang dan Jasa
Pelaksanaan Koordinasi, o )
Evaluasi, Rumusan Kebijakan Persentase Rumusan Kebijakan ) - ,679; acress terhadap Pagu
ol @) serta Pemantauan Sumber Daya lingkup Sumber Daya Alam & L0y e e 674,992,852 481,745,352 481,745,352 725,751,352 Eisiaeay AAEEID) (i) 2 Anggaran Tahun 2025
Alam
Jumlah Dokumen Hasil 1
Koordinasi, Sinkronisasi, dan 333,000,879
Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan
Evaluasi Kebijakan Pertanian Pertanian, Pangan, Kehutanan, P acress terhadap Pagu
01 LS o1 Kehutanan Kelautan dan Kelautan dan Perikanan, Dolcumen 1 1 1 440,728,193 322,988,243 322,088,243 543,290,243 Cibinong APBD () L Anggaran Tahun 2025

Perikanan

Perdagangan, Perindustrian,
KUKM, Penanaman Modal,
Tenaga Kerja
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Koordinasi Sinkronisasi dan

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, dan

99,255,127
° Evaluasi Kebijakan Urusan
Evaluasi Kebijakan - acress terhadap Pagu
01 03 02 Perrambz-mgai dan Lingkungan Pertambangan dan Sumber Daya Dokumen 136,625,184 96,270,734 96,270,734 111,810,734 Cibinong APBD ) ASN Anggaran Tahupn zogzs
Hidup Mineral, Lingkungan Hidup,
Kominfo, Perhubungan, Statistik,
Persandian
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, dan 64,423,453
Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan ) acress terhadap Pagu
01 03 03 Evaluasi Kebijakan Energi dan Energi dan Air, Pekerjaan Umum Dokumen 97,639,475 62,486,375 62,486,375 70,641,375 Cibinong APBD (W) ASN
Air dan Penataan Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan
Per} iman, Pertanahan

Anggaran Tahun 2025
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PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025
telah disusun dengan memedomani substansi Perubahan RKPD Kabupaten
Bogor Tahun 2025, yang merupakan penyesuaian terhadap visi misi Kepala
Daerah yang baru. Dalam proses penyusunannya, perhatian utama
difokuskan pada kontribusi Sekretariat Daerah dalam mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.
Penetapan kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam dokumen
Perubahan Renja ini diarahkan untuk selaras dengan arah kebijakan
pembangunan daerah, guna menjamin kesinambungan dan konsistensi
pencapaian target pembangunan.

Selanjutnya, guna menjamin keselarasan antara perencanaan dan
penganggaran, dokumen Perubahan Renja ini menjadi acuan utama dalam
penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat
Daerah Kabupaten Bogor. Proses ini akan berlanjut hingga penetapan
Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025,
sehingga seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran dapat berjalan

secara terpadu dan efektif.
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